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 RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL  

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-PHPL 

NOMOR : 011.SPHPL.019-IDN ATAS NAMA PT HANURATA Unit Papua Barat 

 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN 

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima 

Karya Rev. L 01/04/2017 

g. Tim Audit : 1. Ir Imanwan (Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat); 

2. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor Ekologi); 

3. Ir Yeti Sumiyati (Auditor Sosial); 

4. Suharyo Widyatmojo, S.Hut(Auditor Produksi & VLK Hutan). 

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia; dan 

2. Ir Rudy Setyawan. 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT HANURATA Unit Papua Barat 
b. Alamat Kantor  : Jl Kebon Sirih No 67 – 69, Menteng - Jakarta  
c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam 
d. SK IUPHHK-HA : No. SK.81/Kpts-II/1994 tanggal 24 Februari 1994 

No. SK.859/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 (Perpanjangan) 
e. Nomor S-PHPL : 011.SPHPL.019-IDN 

f. Ruang Lingkup Sertifikasi : IUPHHK-HA PT HANURATA Unit Papua Barat seluas 234.470 Hektar  
di Kab. Fak-Fak dan Kaimana Prov. Papua Barat 

g. Email : harmono123@yahoo.com  
h. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Sugiono 

Direktur Umum : Idi Sanwardi 
Direktur Pengelolaan Hutan : Ir Suprapto SK 

i. Management Representatif : Untung Kariadi 
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-2 

 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sebelum ke 

lapangan 

Manokwari, 

5 Maret 2018 

Dilakukan kepada : 

- BPHP Wil. XVI Manokwari, diterima oleh 

Bpk. Ir Utama Prijadi, MM jabatan Kepala 

BPHP Wil. XVI Manokwari. 

- Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat 

diterima oleh Bpk. Julius J. Kesaulita 

jabatan Sekretaris. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

 

 

 

 

Pertemuan Pembukaan 

 

 

 

 

Kantor PT Hanurata 

Unit Papua Barat 

6 Maret 2018 

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :  

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.  

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : 

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit 

dan  standar acuan penilaian yang 

digunakan. 

c. Menyampaikan kesanggupan 

menandatangani pernyataan menjaga 

kerahasiaan data / dokumen auditee. 

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat 

penunjukkan Manajemen Representatif. 

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan 
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

Areal Kerja PT. 
Hanurata Unit 
Papua Barat 

7 - 10  

Maret 2018 

Melakukan pengumpulan data melalui 
tinjauan dokumen, wawancara dan 
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap 
data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1 
(satu) tahun terakhir serta menganalisa 
kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : 

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK 
Hutan.  

Pertemuan Penutupan Kantor PT Hanurata 

Unit Papua Barat 

11 Maret 2018 

Penyampaian dan permintaan konfirmasi 
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan 
audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan 
temuan ketidaksesuaian.  
 
Terhadap temuan ketidaksesuaian 
diterbitkan LKS. 
 
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan 
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 
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Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sesudah dari 

lapangan 

 

Manokwari, 

12 Maret 2018 

Dilakukan kepada : 

- BPHP Wil. XVI Manokwari, diterima oleh 

Bpk. Ir Utama Prijadi, MM jabatan Kepala 

BPHP Wil. XVI Manokwari. 

- Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat 

diterima oleh Bpk. Julius J. Kesaulita 

jabatan Sekretaris. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

Pengambilan Keputusan 

Penilikan Ke-2 

Samarinda, 

2 April 2018 

a. PT HANURATA Unit Papua Barat dinilai 
LULUS audit Penilikan Ke-2 PHPL 
dengan predikat BAIK sesuai Lampiran 
1.1. dan 2.1. Peraturan Direktur Jenderal 
PHPL  No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016. 

b. Status S-PHPL PT HANURATA Unit 
Papua Barat dipertahankan sesuai masa 
berlaku dan lingkup sertifikasinya. 
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4. RESUME HASIL  AUDIT  PENILIKAN KE-2 

A. KRITERIA PRASYARAT 

1. Indikator 1.1. : Kepastian Kawasan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Pada Hutan Alam 

 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal dan 

administrasi tata batas (PP,  SK 

IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta 

TBT) 

CD (1) Baik    

(3) 

Hasil audit penilikan ke-1 adalah sebagai berikut :  

 SK. Menteri Kehutanan No. SK.81/Kpts-II/1994 

tanggal 24 Februari 1994 

 No.SK.859/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 

2014 

 Akta Pendirian Perusahaan Nomor 52 tanggal 21 

September 1966, dibuat dihadapan Adlan Yulizar, SH, 

SH Notaris di Jakarta 

 Akta Perubahan Terakhir Nomor 17 tanggal 11 Maret 

2015, dibuat dihadapan Suandi Halim, SH Notaris di 

Jakarta 

 Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Ham Nomor AHU-AH,01,03-

0015981 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penerimaan 

pemberitahuan Perubahan Data perseroan PT 

HANURATA 

 SIUP Besar dengan No. 26/24.1PB.1/31.71/-

1.824.27/e/2016 tanggal 25 Februari 2016 

 Surat Keterangan Domisili Badan Usaha PT. Hanurata 

Nomor : 20142/27.1.1/ 31.71.06.1005/1.824.2/2015 

dari Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng 

Jakarta Pusat 

 NPWP No. 01,003.647.6-073.000 dari Dirjen Pajak 

Kementerian Keuangan 

 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-

00039/WPJ.06/KP.1203/2005 tanggal 27 Juli 2005 dari 

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan 

 Laporan TBT Nomor : 1060/1995: Laporan Penataan 

Batas Persekutuan Areal Kerja HPH PT. Hanurata Unit 

Papua Barat dengan PT. Prabu Alaska di Propinsi Irian 

Jaya  

 Laporan TBT Nomor : 1149/1996: Laporan Penataan 

Batas Persekutuan HPH PT. Hanurata Unit Papua Barat 

dengan PT. Prabu Alaska Propinsi Irian Jaya 

 Laporan TBT Nomor : 1168/1996: Laporan Penataan 

Batas Persekutuan Areal Kerja  PT. Hanurata Unit 

Papua Barat dengan PT. Prabu Alaska, PT. Teluk 

Bintuni Mina Agro Karya di Propinsi Irian Jaya 

 Laporan TBT Nomor : Kwl 006/Kwl-IRJA/1997: 

Laporan Penataan Batas Persekutuan HPH PT. 
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Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Hanurata Unit Papua Barat dengan Hutan Lindung 

Teluk Kambrauw di Propinsi Irian Jaya 

 Laporan TBT Nomor : Kwl 010/Kwl-IRJA/1997: 

Laporan Penataan Batas Persekutuan HPH PT. 

Hanurata Unit Papua Barat dengan Hutan Lindung 

Teluk Kambrauw di Propinsi Irian Jaya 

 Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Persekutuan 

Areal Kerja HPH PT. Hanurata Unit Papua Barat 

dengan PT. Prabu Alaska di Propinsi Irian Jaya 

 Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Persekutuan 

HPH PT. Hanurata Unit Papua Barat dengan PT. Prabu 

Alaska Propinsi Irian Jaya 

 Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Persekutuan 

Areal Kerja  PT. Hanurata Unit Papua Barat dengan 

PT. Prabu Alaska, PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya di 

Propinsi Irian Jaya 

 Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Persekutuan 

HPH PT. Hanurata Unit Papua Barat dengan Hutan 

Lindung Teluk Kambrauw di Propinsi Irian Jaya 

 Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Persekutuan 

HPH PT. Hanurata Unit Papua Barat dengan Hutan 

Lindung Teluk Kambrauw di Propinsi Irian Jaya  

 Rencana Penataan Batas Nomor : 36/KUH-2/IUPHHK-

HA/6/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Pelaksanaan 

Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Hanurata Unit 

Papua Barat dengan PT. Teluk Bintuni Mina Agro karya 

di Propinsi Barat 

 Surat Perjanjian Kerja Nomor : No. Perj.03/ATK-

Hanurata/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal 

Pekerjaan Penataan Batas Sendiri, Batas Luar dan 

Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HA PT.  

HANURATA di kabupaten Kaimana dan Kabupaten 

Fakfak Provinsi Papua Barat 

Pada saat dilakukan audit penilikan ke-2 terdapat 

tambahan data berupa Instruksi Kerja No : INS…/BPKH-

XVI-1/2017 yang ditandatangani di Manokwari pada 

tanggal 21 Pebruari 2017 oleh Kepala BPKH Wilayah XVII 

Manokwari Ir. Arnold Manting (NIP. 19650430 199203 1 

002).  

Kesimpulan : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi 

tata batas di kantor lapangan lengkap sesuai dengan 

tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah 

dilakukan. 

1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

D (2) Sedang 

(2) 

Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan TBT Nomor 

10600/1995, 1149/1996, dan 1168/1996, Kwl 006/Kwl-

IRJA/1997 dan Kwl 010/Kwl-IRJA/1997 diperoleh informasi 

realisasi tata batas telah mencapai 309,35 km dari rencana 

368,50 km atau relisasinya 83,92%. Batas yang belum 
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Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

dilakukan penataan batas sepanjang 59,15 km (16,08%). 

Berdasarkan dokumen Rencana Penataan batas yang telah 

disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan 

Kawasan Hutan an. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan 

dan Tata Lingkungan (Ir. Muhammad Said, MM., NIP 

19630318 198905 1 001) dengan nomor pengesahan No. 

37/KUH-2/IUPHHK-HA/6/2016 tanggal 22 Juni 2016 

tentang Rencana Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam 

(IUPHHK-HA) PT Hanurata dan Batas Persekutuan dengan 

IUPHHK-HA PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya di 

Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua 

Barat, terdapat trayek rencana penyelesian penataan 

batas areal kerja PT. Hanurata sepanjang ± 56.360 JDL 

atau ± 60.724 JDMS.   

Terdapat kemajuan dalam upaya penyelesian tata batas 

yaitu dengan terbitnya Instruksi Kerja Nomor : 

INS../BPKH.XVII-1/2017 yang telah disahkan oleh Kepala 

BPKH Wilayah XVII Manokwari pada tanggal 21 Pebruari 

2017. Sedangkan untuk pembentukan panitia tata batas 

sampai saat ini masih dalam proses. Panitia tata batas 

beranggotakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 

XVII, Bupati, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, 

Dinas Kehutanan Kabupaten Kaimana, Dinas Kabupaten 

Fak-Fak dan IUPPHK-HA Teluk Bintuni  

Terdapat dokumen yang membuktikan adanya legitimasi 

batas areal kerja IUPHHK-HA PT. Hanurata Unit Papua 

Barat berupa : 

 Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Persekutuan 

Areal Kerja HPH PT. Hanurata Unit Papua Barat 

dengan PT. Prabu Alaska di Propinsi Irian Jaya 

 Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Persekutuan 

HPH PT. Hanurata Unit Papua Barat dengan PT. Prabu 

Alaska Propinsi Irian Jaya 

 Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Persekutuan 

Areal Kerja  PT. Hanurata Unit Papua Barat dengan 

PT. Prabu Alaska, PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya di 

Propinsi Irian Jaya 

 Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Persekutuan 

HPH PT. Hanurata Unit Papua Barat dengan Hutan 

Lindung Teluk Kambrauw di Propinsi Irian Jaya 

Berdasarkan verifikasi di atas disimpulkan bahwa realisasi 

tata batas PT. Hanurata Unit Papua Barat sebesar 83,92%, 

dan terdapat bukti upaya pemegang izin untuk 

merealisasikan tata batas temu gelang. 

1.1.3. 

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK kawasan 

CD (1) Baik  

(3) 

Berdasarkan hasil telaah dokumen Berita Acara 

Pelaksanaan penataan batas terdapat pengakuan para 

pihak atas eksistensi areal IUPHHK-HA PT. Hanurata Unit 
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Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

hutan (BATB) Papua Barat yaitu :  

 Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Persekutuan 

Areal Kerja HPH PT. Hanurata Unit Papua Barat 

dengan PT. Prabu Alaska di Propinsi Irian Jaya 

 Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Persekutuan 

HPH PT. Hanurata Unit Papua Barat dengan PT. Prabu 

Alaska Propinsi Irian Jaya 

 Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Persekutuan 

Areal Kerja  PT. Hanurata Unit Papua Barat dengan 

PT. Prabu Alaska, PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya di 

Propinsi Irian Jaya 

 Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Persekutuan 

HPH PT. Hanurata Unit Papua Barat dengan Hutan 

Lindung Teluk Kambrauw di Propinsi Irian Jaya 

 Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Persekutuan 

HPH PT. Hanurata Unit Papua Barat dengan Hutan 

Lindung Teluk Kambrauw di Propinsi Irian Jaya 

Dalam Berita Acara Pelaksanaan TBT tersebut di atas, 

terdapat para pihak menyatakan setuju atas batas 

persekutuan yang telah dibuat yaitu Pihak Pemerintah 

Pusat (BPKH Wilayah XVII), Pemerintah Propinsi (Dinas 

Kehutanan Propinsi Irian Jaya), Pemerintah Kabupaten 

(Dinas Kehutanan Kabupaten), Pemerintah Kecamatan, 

Pemerintah Desa, dan IUPHHK yang berbatasan 

langsung. 

Pengakuan dari masyarakat yang menyatakan bahwa 

seluruh areal IUPHHK-HA PT. Hanurata Unit Papua Barat 

berada dalam wilayah Hak petuanan/Hak ulayat 

masyarakat 19 (sembilan belas) kampung, yaitu 

Manggera, Kufuriai, Ruara, Nagura, Inari, Waho. 

Wamesa, Kooy, Bahumia, Rauna, Werafuta, 

Sermuku/Ubia, Esania, Tairi, Gaka, Guriasa, Hia, Yarona 

dan Kambala. 

Untuk mengantisipasi terjadinya konflik batas antara 

masyarakat dengan IUPHHK-HA, PT. Hanurata Unit Papua 

Barat, telah dilakukan upaya secara terus menerus 

sebagai berikut : 

1. Membuat dokumen Standar Operasional Prosedur 

(SOP) tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan 

Masyarakat. 

2. Membuat peta konflik yang menginformasikan lokasi-

lokasi di dalam areal IUPHHK-HA yang berpotensi 

menimbulkan konflik’ 

3. Membentuk panitia  atau tim penyelesaian konflik  

dengan tanggungjawab tertentu, yaitu melalui Surat 

Keputusan Direksi Nomor: 05/HNRT-

KMN/MU/VIII/2008. 

4. Membuat kesepakatan-kesepakatan dengan 
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Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

masyarakat pemilik hak ulayat 

Berdasarkan verifikasi di atas disimpulkan bahwa dalam 

areal IUPKKH-HA PT. Hanurata Unit Papua Barat tidak 

terdapat konflik batas, potensi konflik ada namun telah 

ada upaya pemegang izin untuk mengantisipisasi 

terjadinya konflik dengan masyarakat. 

1.1.4. 

Tindakan pemegang izin dalam 

hal terdapat perubahan fungsi 

kawasan. (Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka verifier 

ini menjadi Not Aplicable) 

CD (1) NA Berdasarkan overlay peta areal kerja (Lampiran 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 859/Menhut-

II/2014 tanggal 29 September 2014) dengan peta 

Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Papua Barat skala 1 

: 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor : SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 

2014) diperoleh hasil bahwa di dalam areal kerja PT. 

Hanurata Unit Papua Barat tidak terdapat perubahan 

fungsi kawasan, dengan demikian verifier 1.1.4 menjadi 

Not Applicable (NA)  

1.1.5. 

Penggunaan kawasan di luar 

sektor kehutanan  

(Apabila tidak ada penggunaan 

kawasan di luar sektor Kehutanan 

maka verifier ini menjadi Not 

Aplicable). 

CD (1) NA Hasil Penilikan ke-2 masih sama dengan Penilikan ke-1 

yaitu  di dalam areal PT. Hanurata Unit Papua Barat tidak 

terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, 

baik berupa izin yang sah (IPPKH) maupun penggunaan 

kawasan oleh masyarakat untuk dijadikan ladang/kebun. 

Kesimpulan Indikator 1.1. 10 /12 x 100% = 83,33% (Baik) 

 

2. Indikator 1.2. : Komitmen Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.2.1.  

Keberadaan Dokumen Visi, Misi 

dan Tujuan Perusahaan Yang 

Sesuai Dengan PHL 

D (2) Baik    

(3) 

Terdapat Surat Keputusan Direksi PT. Hanurata Nomor : 

137/KEP/DIR/C/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang 

Penyempurnaan Visi dan Misi Pengelolaan Hutan  PT. 

Hanurata Unit Papua Barat yaitu : 

Visi Perusahaan  

“Menjadi perusahaan nasional terpercaya yang tetap 

kokoh berdiri dan maju menghadapi tantangan globalisasi 

termasuk terwujudnya perusahaan pengelolaan hutan 

produksi lestari berdasar azas manfaat, berkelanjutan, 

optimal, professional menuju kemakmuran bersama baik 

bagi perusahaan, masyarakat dan negara” 

Misi Perusahaan 

Mengelola berbagai usaha yang beragam dengan berbasis 

keunggulan kualitas sumberdaya manusia terpercaya, 

keunggulan kompetitif sumberdaya alam yang lestari 

melalui penggunaan teknologi, serta menerapkan azas 

keselarasan, keserasian dan keseimbangan dengan 

prinsip memberikan yang terbaik bagi para stakeholder, 
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termasuk diantaranya : 

1. Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya hutan secara 

optimal dengan menerapkan prinsip kelestarian fungsi 

produksi, kelestarian sumberdaya hutan dan 

kelestarian usaha kehutanan. 

2. Mewujudkan stabilitas ekosistem hutan untuk 

kelestarian fungsi ekologi sebagai penyangga 

kehidupan dengan mempertimbangkan kapasitas 

produksi optimum dalam pemanfaatan hutan. 

3. Mewujudkan terjaminnya fungsi manfaat hutan bagi 

masyarakat dan negara secara berkelanjutan lintas 

generasi 

4. Membangun industri kehutanan yang berwawasan 

lingkungan 

Telaah terhadap pernyataan visi dan misi perusahaan 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Visi perusahaan telah mencakup kaidah PHPL, yaitu 

kelestarian produksi, ekologi dan sosial 

2. Misi pertama merupakan upaya perusahaan dalam 

pemanfaatan/produksi untuk memperoleh keuntungan 

baik untuk perusahaan, masyarakat, maupun negara. 

3. Misi kedua merupakan upaya perusahaan untuk 

menjamin kelestarian lingkungan 

4. Misi ketiga merupakan upaya perusahaan untuk 

menjamin fungsi sosial 

5. Misi keempat merupakan upaya perusahaan untuk 

meningkatkan nilai tambah baik berupa keuntungan, 

kesempatan bekerja, dan pendapatan negara. 

Berdasarkan hasil telaah pernyataan visi misi perusahaan 

tersebut disimpulkan bahwa visi dan misi perusahaan 

seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL, yaitu telah 

mengadopsi 3 (tiga) prinsip PHPL : fungsi produksi, 

ekologi dan sosial.   

1.2.2.   

Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan 

Perusahaan 

D (2) Baik    

(3) 

Terdapat bukti sosialisasi pelaksanaan visi dan misi 

perusahaan baik kepada karyawan maupun kepada 

masyarakat sekitar berupa : 

1. Berita Acara Sosialisasi Visi Misi PT. Hanurata Unit 

Papua Barat No. : 1/BA/HNT-KMN/I/2018 yang 

dilaksanakan di Kantor Kaimana pada tanggal 22 

Januari 2018, ditandatangani oleh Fajar Prayoga, 

S.Hut (Asisten Manager Unit Bidang Pengelolaan 

Hutan) dan Ir. Untung Kariadi (Manager Unit), dan  

dihadiri oleh 11 peserta/karyawan. Berita Acara 

tersebut dilampiri notulen rapat, daftar hadir dan foto 

dokumentasi. 

2. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT, Kelola Sosial 

dan Kawasan Lindung PT. Hanurata Unit Papua Barat 

No. : 2/BA/HNT-KMN/I/2018 yang dilaksanakan di 

Kantor Kaimana pada tanggal 29 Januari 2018, 

ditandatangani oleh Ir. Untung Kariadi (Manager Unit), 
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dan  dihadiri oleh 15 perwakilan dari 5 (lima) desa 

yang ada disekitar areal kerja yaitu : desa Rauna, 

Tairi, Ubia, Bahumia dan Werafuta. Berita Acara 

tersebut dilampiri notulen rapat, daftar hadir dan foto 

dokumentasi. 

Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk pemasangan 

banner yang berisi visi dan misi perusahaan baik di 

kantor PT. Hanurata Kaimana, Kantor Base Camp Ubia 

dan Bahumia, serta pada papan di halaman kantor 

Base Camp Ubia dan Bahumia.  

Sosialisasi visi dan msisi perusahaan telah dilakukan pada 

level pemegang izin dan masyarakat sekitar, serta ada 

bukti pelaksanaan (Berita Acara).  

1.2.3.   

Kesesuaian Visi dan Misi Dengan 

Implementasi PHL 

D (2) Sedang 

(2) 

Berdasarkan Laporan hasil penilikan ke-2 aspek produksi, 

ekologi dan sosial diketahui bahwa Implementasi 

Pengelolaan Hutan Lestari pada aspek produksi dan aspek 

lingkungan hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan 

misi perusahaan, sedangkan implementasi aspek sosial 

seluruhnya sudah sesuai dengan visi dan misi perusahaan 

Kesimpulan Indikator 1.2. 16/18 =88,89% (Baik) 

 

3. Indikator 1.3. : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan 

Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, 

Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.3.1. 

Keberadaan Tenaga Profesional 

Bidang Kehutanan di Lapangan 

Pada Setiap Bidang Kegiatan 

Pengelolaan Hutan Sesuai 

Ketentuan Yang Berlaku 

CD (1) Buruk   

(1) 

Berdasarkan dokumen Data Rencana dan Realisasi 

Kegiatan pelatihan PT. hanurata Tahun 2017 dan 2018, 

SK. pengangkatan/perpanjangan GANISPHPL dari BPHP 

Wilayah XVI Manokwari, Kartu GANISPHPL, dan Sertifikat 

GANISPHPL diketahui ketersediaan jumlah GANISPHPL di 

lapangan pada PT. Hanurata Unit Papua Barat diketahui 

bahwa kebutuhan tenaga profesional bidang kehutanan di 

lapangan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan 

Hutan Produksi Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 

Nopember 2015 berjumlah 34 orang, sedangkan 

ketersediannya sebanyak 10 orang atau realisasinya 

mencapai 29,41% 

1.3.2.  

Peningkatan Kompetensi SDM  

D (2) Sedang 

(2) 

Berdasarkan dokumen Data Rencana dan Realisasi 

Kegiatan pelatihan PT. hanurata Tahun 2017 dan 2018, 

SK. pengangkatan/perpanjangan GANISPHPL dari BPHP 

Wilayah XVI Manokwari, Kartu GANISPHPL, Sertifikat 

GANISPHPL dan Surat Keterangan mengikuti pelatihan 

lainnya,  realisasi peningkatan SDM (Diklat, Penyegaran, 

Penilaian Kinerja GANISPHPL, dan Diklat lainnya) sebesar 

54,28% dari rencana kebutuhan 

1.3.3.  D (2) Baik   (3) 1. Peraturan Perusahaan PT. Hanurata Unit Papua Barat 
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Ketersediaan Dokumen 

Ketenagakerjaan  

yang dibuat oleh Manager Unit Kaimana pada tanggal 

20 Februari 2016 dan sudah disahkan oleh Kepala 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana 

Nomor Pengesahan : 460/35/SOSNAKER/2016 Tanggal 

03 Maret 2016.     

2. Laporan Tenaga Kerja PT. Hanurata Unit Papua Barat  

3. Surat Perjanjian Kerja Karyawan PT. Hanurata Unit 

Papua Barat  

4. Daftar Tenaga Kerja,  

5. Laporan Bulanan Tenaga Kerja,  

6. Bukti Pembayaran Iuran Jamsostek,  

7. Kartu Jamsostek,  

8. PKAWT  

9. PKWTT 

Pada Peraturan Perusahaan Hanurata Unit Papua Barat 

pada  Pasal 14 Jaminan Sosial Tenaga Kerja, program 

jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi : 

a. Jaminan kecelakaan kerja dalam hubungan kerja. 

b. Jaminan hari tua. 

c. Jaminan kematian 

Iuran (premi) dan besarnya uang jaminan ditentukan 

sebagai berikut : 

a. Iuran jaminan kecelakaan kerja ditanggung 

perusahaan sebesar 0,89% dari upah karyawan 

sebulan. Besarnya ganti rugi/tunjangan kecelakaan 

diberikan dan ditetapkan oleh PT. BPJS 

Ketenagakerjaan. 

b. Iuran jaminan kematian ditanggung perusahaan 

sebesar 0,30% dari upah karyawan sebulan. Besarnya 

jaminan kematian diberikan dan ditetapkan oleh PT. 

BPJS Ketenagakerjaan 

c. Iuran jaminan hari tua dibayar 5,7 % dengan 

ketentuan 3,7% dari upah karyawan sebulan 

ditanggung oleh perusahaan dan 2 % dari upah 

karyawan sebulan ditanggung oleh karyawan. 

Besarnya jaminan hari tua, ditambah bunganya akan  

ditetapkan oleh PT. BPJS Ketenagakerjaan.: 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

b. Jaminan Kematian (JKM) 

c. Jaminan Hari Tua (JHT) 

d. Jaminan Pensiun (JP) 

e. Jaminan Kesehatan (JK) 

Realisasi yang telah dilakukan oleh Hanurata Unit Papua 

Barat terhadap kepatuhan peraturan ketenagakerjaan 

diantaranya  

- Aturan waktu kerja dan hak-hak karyawan yang telah 

dituangkan dalam Peraturan Perusahaan 
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- Prosedur pembuatan dan pengesahan Peraturan 

Perusahaan 

- Keikutsertaan karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan 

dan BPJS Kesehatan 

Terdapat Implementasi peraturan perusahaan berupa :  

Pemberian fasilitas kepada karyawan (mess dan makan), 

Kepesertaan BPJS Kesehatan, Kepesertaan Tenaga Keja, 

Cuti karyawan, Pembayaran THR dan Natal, Pelayanan 

Kesehatan (pemeriksaan kesehatan/berobat), Fasilitas 

Ibadah, dan Pembayaran gaji lembur, serta kesesuaian 

penerapan upah karyawan 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dokumen ketenaga kerjaan yang menyangkut salah satu 

sarana untuk melaksanakan hubungan industrial antara 

pekerja dengan pengusaha Hanurata Unit Papua Barat 

tersedia secara lengkap. 

Kesimpulan Indikator 1.3. 11/15 = 73,33% (Sedang) 

 

4. Indikator 1.4. : Kapasitas  dan Mekanisme Untuk Perencanaan, Pelaksanaan 

Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik 

Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA 

 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.4.1.   

Kelengkapan Unit Kerja 

Perusahaan Dalam Kerangka 

PHPL 

D (2) Baik    

(3) 

Terdapat Struktur organisasi dan job descripsion 

berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Hanurata No. 

197/Kep/Dir/A/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang 

Penyempurnaan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja PT. Hanurata.  

Struktur Organisasi PT. Hanurata Unit Papua Barat 

dilengkapi dengan nama tenaga pelaksana dan job diskripsi 

dari masing-masing jabatan mulai dari Komisaris, Direktur 

Utama sampai dengan Kepala Subseksi. 

Berdasarkan telaah Struktur organisasi diperoleh hasil 

bahwa terdapat bidang yang akan mendukung keberhasilan 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  (PHPL) yaitu bidang 

Perencanaan Hutan (Seksi tata hutan, seksi ITSP dan Seksi 

PWH), Pembinaan Hutan (Seksi pembinaan hutan), Produksi 

(Seksi produksi), Perlindungan Hutan (Seksi pengamanan 

dan perlindungan hutan), PMDH (Seksi pembinaan 

masyarakat dan lingkungan)  dan seksi Legalitas Kayu 

(Subeksi tata usaha Kayu) yang merupakan bagian dari 

Seksi produksi. 

1.4.2.  

Keberadaan Perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan 

D (2) Sedang   

(2) 

Dalam struktur organisasi PT. Hanurata Unit Papua Barat 

terdapat Satuan Pengawas Internal (SPI) yang berada 

langsung dibawah Direktur Utama. 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 13 dari 58 
 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Tenaga Pelaksana Terdapat dokumen Prosedur Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) Nomor Dokumen : HNRT/SIM revisi A/2 tanggal terbit 

05 Januari 2007 dan tanggal revisi 05 Januari 2016. 

Prosedur SIM PT. Hanurata Unit Papua Barat disiapkan oleh 

Koordinas PHAPL, diperiksa oleh Manager Unit dan disahkan 

oleh Direktur Utama. 

Terdapat Petugas Sistem Informasi Manajemen berdasarkan 

Keputusan Manajer Unit PT. Hanurata Unit Papua Barat 

Nomor : 4b/HNRT-PB-KMN/SK.MU/III/2017 tanggal 15 

Maret 2017 tentang Petugas Sistem Informasi Manajemen 

pada PT. Hanurata Unit Papua Barat yaitu : Ade Fajar 

Prayoga, David Lin, dan Marius Amin.  

SIM dilengkapi juga dengan peralatan pendukung yaitu : 

V.Sat, Radio Komunikasi, Laptop, Komputer, Kamera, 

Printer.    

PT. Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki perangkat 

Sistem Informasi Managemen (SIM), namun dengan 

ketersediaan GANISPHPL yang masih jauh mencukupi dari 

standar yang dibutuhkan, maka perangkat SIM tersebut 

belum dapat berfungsi dengan optimal, hal ini dibuktikan 

dengan ketersediaan dokumen/laporan yang belum lengkap. 

1.4.3.  

Keberadaan SPI/Internal Auditor 

dan Efektifitasnya 

D (2) Sedang 

(2) 

Pada periode Penilikan ke-2 terdapat Surat Penugasan 

Ketua SPI kepada Manager Unit Papua Barat dengan surat 

Nomor : 01/SPI/PHPL/1/2018 tanggal 10 Januari 2018 

perihal Persiapan Penilikan/Surveilance. Surat tugas 

tersebut berisi agar Manager Unit Papua Barat segera 

mempersiapkan : 

1. Pemenuhan Corrective Action Request (CARs) sesuai 

hasil pelaksanaan sertifikasi dan surveilance sebelumnya  

sebagaimana tahun periode sebelumnya. 

2. Mempersiapkan kembali seluruh dokumen/administrasi 

yang diperlukan dan ersiapan di lapangan sesuai kriteria, 

indikator dan verifier PHPL 

3. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan 

pemenuhan CARs  

Berdasarkan surat tersebut diketahui bahwa pelaksanaan 

pengawasan tidak dilakukan sendiri oleh SPI, namun hanya 

memberikan instruksi kepada Manager Unit untuk 

menindaklanjuti temuan (CARs) pada penilikan sebelumnya.  

Dengan demikian disimpulkan bahwa Organisasi SPI/ 

internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif 

untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan 

1.4.4.  

Keterlaksanaan Tindak Koreksi 

Manajemen Berbasis Hasil 

Monitoring dan Evaluasi 

D (2) Sedang 

(2) 

Terdapat surat dari Manager Unit PT. Hanurata No. 

01/HNRT-PB-KMN/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal 

Persiapan Penilikan yang ditujukan kepada Ketua SPI (Abdul 

Hamid). 

Surat tersebut merupakan tindaklanjut atas surat Ketua SPI 

Nomor : 01/SPI/PHPL/1/2018 tanggal 10 Januari 2018, dan 
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Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

berisi CARs atau rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh 

Kantor Unti Papua Barat. 

Adapun CARs atau rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti 

adalah : menyempurnakan visi dan misi perusahaan, 

merevisi sebagian SOP, merotasi masa cuti karyawan, 

deliniasi kampung/desa penerima hak ulayat sudah dibuat, 

dan terdapat kemajuan dalam penyelesaian tata batas. 

Sedangkan yang belum dirtindaklanjuti adalah : pemenuhan 

GANISPHPL, PUP di blok Bahumia belum dilaksanakan, 

belum seluruh rekomendasi HCV terlaksana, Sapras 

Dalkarhutla belum tersedia dan SDM belum memiliki 

sertifikat pelatihan.   

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa sebagian CARs 

dan rekomendasi baru sebagian yang bisa ditindaklanjuti. 

Kesimpulan Indikator 1.4. 18/24 = 75,00% (Sedang) 

 

5. Indikator 1.5. : Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan 

(PADIATAPA) 

 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.5.1. 

Persetujuan   rencana  

penebangan  melalui  

peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan proses 

dan diseminasi isi kandungannya 

CD (1) Baik     

(3) 

Sebelum dilakukan kegiatan penebangan pada RKTUPHHK 

tahun berjalan, PT. Hanurata telah membuat kesepakatan 

dengan Pemilik Hak Ulayat / Adat Kampung dan dilakukan 

tata batas antara masyarakat adat serta diadakan upacara 

Sinara.  

Terdapat dokumen Berita Acara Kesepakatan Kerjasama 

Pengelolaan Hutan Pada IUPHHK PT. Hanurata Unit Papua 

Barat dengan Masyarakat Kampung Rauna Marga 

Wanusanda, Marga Uro, dan Marga Durye Distrik 

Kambrauw. Adapun isi kesepakatan antara PT. Hanurata 

Unit Papua Barat (Pihak I/Kesatu)) dengan Masyarakat 

Pemilik Hak Ulayat / Adat Kampung (Pihak II/Kedua) 

adalah sebagai berikut : 

1. Pihak Kedua (Pemilik Hak Ulayat) memberikan izin serta 

menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Kesatu 

(Perusahaan) untuk mengelola dan melakukan kegiatan 

pengusahaan hutan secara lestari sebagaimana 

umumnya sesuai izin yang diberikan Pihak Kementrian 

Kehutanan di atas areal adat Pihak Kedua. 

2. Pihak Kesatu (Perusahaan) membayar kompensasi atas 

kayu yang dikelola kepada Pihak Kedua mengacu pada 

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 

: 144 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007, yang 

sudah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

lagi sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Papua 

Barat Nomor : 05 Tahun 2014 tanggal 28 Pebruari 2014 
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tentang Standar Pemberian Kompensasi Bagi 

Masyarakat Adat Atas Kayu pada Areal Hak Ulayat di 

Provinsi Papua. 

3. Nilai Kompensasi besarnya sesuai dengan jumlah kayu 

yang dimuat di atas tongkang, yang diperkuat legalitas 

sesuai dokumen sah dari Kementrian Kehutanan yaitu 

SKSKB/FA-KB (SKSHHK). 

4. Tata cara pembayaran atas kompensasi kepada Pihak 

kesatu oleh Pihak Kedua dibayarkan selambat-

lambatnya 7 s/d 10 hari setelah selesai pemuatan 

(loading). 

Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-

hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan 

atas dasar informasi awal yang memadai 

1.5.2.  

Persetujuan Dalam Proses Tata 

Batas 

D (2) Sedang 

(2) 

Dalam Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas 

Persekutuan Areal Kerja HPH PT. Hanurata Unit Papua 

Barat dengan PT. Prabu Alaska di Propinsi Irian Jaya 

terdapat  tandatangan dan persetujuan Tim Tata Batas, 

yang terdiri dari pegawai kementerian kehutanan sebagai 

Pengawas/Koordiator lapangan, pembimbing teknis, wakil 

dari perusahaan dan pelaksana dari konsultan kehutanan. 

Masyarakat sekitar areal yang berdekatan dengan lokasi 

yang akan dilakukan tata batas selalu dilibatkan dalam tata 

batas areal kerja sebagai tenaga pelaksana yang bertindak 

atas nama masyarakat desa.  

Terdapat dokumen Rencana Penataan batas yang telah 

disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan 

Kawasan Hutan an. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan 

dan Tata Lingkungan (Ir. Muhammad Said, MM., NIP 

19630318 198905 1 001) dengan nomor pengesahan No. 

37/KUH-2/IUPHHK-HA/6/2016 tanggal 22 Juni 2016 

tentang Rencana Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasilm Hutan Kayu dalam Hutan Alam 

(IUPHHK-HA) PT. Hanurata dan Batas Persekutuan dengan 

IUPHHK-HA PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya di 

Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua 

Barat. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui panjang 

batas PT Hanurata Unit papua Barat yang belum ditata 

batas yaitu sepananjang ± 56.360 JDL (jarak datar lurus) 

atau ± 60.724 JDMS (jarak datar mengikuti sungai). 

Realisasi penataan batas areal kerja PT. Hanurat Unit 

Papua Barat sepanjang 309,35 km (83,92%) dan terdapat 

persetujuan para pihak dalam Berita Acara Pelaksanaan 

Penataan Batas  areal kerja, sedangkan batas areal kerja 

yang belum dilaksanakan penataan batas sepanjang  ± 

56.360 JDL (jarak datar lurus) sehingga tidak terdapat 

bukti tertulis yang menunjukkan adanya persetujuan batas 

oleh para pihak. 
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1.5.3.  

Persetujuan Dalam Proses dan 

Pelaksanaan CSR/CD 

D (2) Baik    

(3) 

Terdapat Posedur Kelola Sosial Nomor dokumen 

HNT/PL/446.21a yang diterbitkan tanggal 25 Januari 2007 

dan direvisi dengan nomor A.01 tanggal 15 Januari 2015. 

Rencana Kelola sosial disusun berdasarkan usulan dari 

masyarakat.   

Terdapat bukti persetujuan dari masyarakat dalam 

dokumen rencana kelola sosial yaitu : 

1. Ikhtisar rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial 

Tahuh 2017 IUPHHK-HA PT. Hanurata Unit Papua Barat 

dengan kepala Kampung Bahumia tertanggal 5 April 

2017.    

2. Ikhtisar rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial 

Tahuh 2017 IUPHHK-HA PT. Hanurata Unit Papua Barat 

dengan kepala Kampung Werafuta tertanggal 4 Pebruari 

2017. 

3. Ikhtisar rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial 

Tahuh 2017 IUPHHK-HA PT. Hanurata Unit Papua Barat 

dengan kepala Kampung Rauna tertanggal 7 April 2017. 

4. Ikhtisar rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial 

Tahuh 2017 IUPHHK-HA PT. Hanurata Unit Papua Barat 

dengan kepala Kampung Tairi tertanggal 7 Juni 2017. 

Ikhtisar rencana operasional kegiatan kelola sosial 

ditandatangani oleh La Bariu (Ast Manager Camp Bidan TH 

& RPH), Kepala Kampung, dan diketahui oleh Ir. Untung 

Kariadi (Manager Unit). 

Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan 

CSR/CD dari para pihak 

1.5.4.   

Persetujuan Dalam Proses 

Penetapan Kawasan Lindung  

D (2) Sedang 

(2) 

Penetapan Kawasan Lindung pada areal PT. Hanurata 

mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB 

periode tahun 2015-2021 dan keputusan Direksi PT. 

Hanurata No. 116/Kep/Dir/C/V/2015 tanggal tanggal 17 

Mei 2015 tentang Penunjukkan dan Penetapan Kawasan 

Lindung di PT. Hanurata Papua Barat seluas ± 17.531 ha 

dengan perincian Sempadan Sungai ± 3.709 ha, Buffer 

Zone Hutan Lindung ± 6.267 ha,  KPPN ± 1.670 ha dan 

Kawasan Konservasi Insitu (KKI) ± 5.885 ha. 

Realisasi kawasan lindung yang telah ditata batas di 

lapangan baru mencapai 9.288 ha (52,98%). dari luas total 

kawasan lindung sebesar 17.531 ha. 

Kawasan lindung yang telah ditata batas di lapangan telah 

disosialisasikan kepada masyarakat di 5 (lima) Desa yaitu : 

desa Bahumia, Ubia, Tairi, Rauna dan Werafuta. Terdapat 

bukti sosialisasi berupa Berita Acara Sosilisasi Visi dan Misi, 

RKT, kelola sosial dan Kawasan Lindung PT. Hanurata Unit 

Papua barat. 

Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses 

penetapan Kawasan Lindung  dari seluruh desa yang ada 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 17 dari 58 
 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

di sekitar areal kerja terhadap 52,98% kawasan lindung 

yang telah ditata batas di lapangan.  

Kesimpulan Indikator 1.5. 17/21 = 80,95% (Baik) 

 

B. KRITERIA PRODUKSI 

1. Indikator  2.1 : Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan 

Hutan Lestari  

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.1.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Jangka Panjang (management 

plan) yang telah Disetujui oleh   

Pejabat yang Berwenang 

D Baik    

(3) 

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen 

RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2015 – 2021 

a.n. PT Hanuarata Unit Papua Barat telah disetujui dan 

disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui SK.68/BUHA-

2/2014 tanggal 24 Desember 2014 dan tidak dikenai 

peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. 

2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang 

D Sedang 

(2) 

Berdasarkan pengecekan pada Lampiran Peta RKTUPHHK-

HA terhadap peta lampiran RKUPHHK-HA, diketahui bahwa 

pada RKTUPHHK-HA tahun 2017 terdapat kesesuaian 

lokasi dimana seluruh blok RKTUPHHK-HA baik Blok I 

(Ubia) dan Blok II (Bahomia) berada di dalam rencana 

alokasi 2017 (blok III) sesuai RKUPHHK-HA tahun 2014.  

Sementara untuk RKTUPHHK-HA tahun 2018, Blok I (Ubia) 

pada secara lokasi berada di dalam rencana alokasi tahun 

2018 (blok IV), namun  Blok II (Bahomia) berada didalam 

rencana alokasi 2021 (blok VII)pada RKUPHHK-HA tahun 

2014. 

Perubahan lokasi RKTUPHHK-HA Tahun 2018 pada 

RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat telah 

dilaporkan dan mendapatkan persetujuan melalui Surat 

Dari Direktorat Usaha Hutan Produksi No. 

S.794/UHP/RKUPHA/PHL.1/10/2017 tanggal 21 Oktober 

2017, dengan rincian : 

a. (Blok IV) : Blok Tebangan 2018 menjadi Blok Tebangan 

2019 

b. (Blok V)  : Blok Tebangan 2019 menjadi Blok Tebangan 

2021 

c. (Blok VII) : Blok Tebangan 2021 menajdi Blok Tebangan 

2018 

d. (Blok VI) : Blok Tebangan 2020 tetap. 

2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 

Petak /compartemen kerja 

CD Sedang 

(2) 

Berdasarkan pengamatan pada blok I Ubia pada terdapat 

penandaan batas-batas petak masih ditemukan dan kondisi 

baik. Batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2018 baik Blok I 

Ubia dan Blok II Bahomia tidak dapat diverifikasi 

terkendala cuaca hujan dan jalan licin (sulit dilewati 

kendaraan). 
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Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Semua kawasan lindung berupa Buffer Zone Hutan 

Lindung, KPPN, KKI, PUP, Tegakan Benih dan Sempadan 

Sungai berada di luar blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 

2018 dimana tanda batas kawasan lindung hanya sebagian 

yang dipelihara. 

Kesimpulan Indikator  2.1 14 / 18  =  77,78 %  (Sedang) 

 

2. Indikator  2.2 : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan 

Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.2.1.  

Terdapat Data Potensi Tegakan 

per Tipe Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB/ Survei potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

D Baik    

(3) 

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki data potensi 3 

(tiga) tahun terakhir berdasarkan hasil ITSP. Didapatkan 

data potensi jenis komersial untuk tahun blok RKTUPHHK-

HA 2016, 2017, dan 2018 pada system silvikultur TPTI 

masing-masing adalah sebesar 25,02 m3/ha, 17,53 m3/ha, 

dan 35,23 m3/ha. 

Dengan demikian, PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki 

data potensi tegakan berdasarkan IHMB dan hasil ITSP 

selama 3 (tiga) tahun terakhir dilengkapi dengan dokumen 

LHC, RLHC, Peta Penyebaran Pohon, Jalur Cruising dan 

Kontur pada skala 1 : 1.000. 

2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang Riap 

Tegakan 

CD Buruk  

(1)  

 

Sampai dengan penilikan ke-2, belum ada kegiatan 

pembuatan lokasi PUP pada areal RKUPHHK-HA periode 

2015-2021 dimana direncanakan di Petak V.73 Blok II 

Bahomia (bekas tebangan RKTUPHHK-HA 2015) dan di 

Petak H.54 Blok I Ubia (bekas tebangan RKTUPHHK-HA 

2017). 

Terdapat Laporan Analisa Pertumbuhan Diameter (Riap 

Diameter) Petak Ukur Permanen (PUP) Pada Areal Bekas 

Tebangan RKT 2008 Blok I Bahomia Petak 22 BJ (koordinat 

: LS 03º 13’ 55,0” dan BT 133º 27’ 38,9”), Januari 2013 

dan Laporan Analisa Pertumbuhan Diameter (Riap 

Diameter) Petak Ukur Permanen (PUP) Pada Areal Bekas 

Tebangan RKT 2009 Blok II Ubia Petak 40 AP (koordinat : 

LS 03º 23’ 09,3” dan BT 133º 16’ 32,2”), Januari 2013. 

2.2.3.  

Terdapat Perhitungan 

Internal/self JTT Berbasis Data 

Potensi dan Kondisi Kemam-

puan Pertumbuhan Tegakan 

CD Sedang 

(2) 

Terdapat hasil analisis pertumbuhan riap pada tahun 2013 

pada periode RKUPHHK-HA sebelumnya sebagaimana 

diuraikan pada verifier 2.2.3. JTT Tahunan diberikan oleh 

Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil 

cruising, JTT RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan 2018 

berbasis pada hasil inventarisasi/cruising tegakan. 

Kesimpulan Indikator  2.2 09 / 12 =  75,00 %  (Sedang) 
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3. Indikator  2.3 : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk 

Menjamin Regenerasi Hutan 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D Baik  

(3) 

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen pada saat 

penilikan ke-2 ditemukan dokumen SOP sebagaimana 

tertuang dalam penilaian awal pada Audit tahp II dan masih 

belum terdapat revisi SOP selama periode audit, meliputi 

SOP Penataan Areal Kerja, Inventarisasi Tegakan 

Sebelum Penebangan, Pembukaan Wilayah Hutan, 

Produksi, Perapihan, Pengadaan Bibit, Penanaman dan 

Pemeliharaan, Pembebasan Pohon Binaan, Pengamanan 

dan Perlindungan Hutan. Revisi dokumen SOP terakhir 

pada tanggal 15 Januari 2015. 

2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh Ta-

hapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D Sedang 

(2) 

Terdapat hasil pengamatan / observasi terhadap 

implementasi tahapan kegiatan sistem silvikultur : 

 Penataan areal kerja (PAK) : Penataan batas blok 

dibuat rintisan selebar 1,5-2 meter dengan cat warna 

merah warna merah sepanjang batas pada pohon. 

Dipasang plang batas blok RKTUPHHK-HA beserta 

tahunnya.  

 ITSP : implementasi dilapangan dilakukan penandaan 

jalur cruising berupa rintisan dan labeling serta barcode 

yang dipasang pada pohon ditebang.  

 Pembukaan Wilayah Hutan : Implementasi kegiatan 

PWH pada saat audit penilikan ke-2 diketahui belum 

dapat direalisasikan sesuai tata waktu sesuai SOP yaitu 

Et-1 dimana pada RKTUPHHK-HA tahun 2017 pada 

Et+0, demikian pula untuk RKTUPHHK-HA Tahun 

2018. 

 Pemanenan : Sampai dengan penilikan ke-2 belum ada 

kegiatan pemanenan di kedua blok (Ubia dan Bahumia) 

dikarenakan faktor cuaca. 

 Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan : 

Kegiatan penanaman pengayaan dilakukan pada eks 

RKTUPHHK-HA tahun 2013. Penanaman lainya 

dilakukan adalah penanaman kanan kiri jalan dan tanah 

kosong. 

 Pembebasan Pohon binaan : kegiatan pembebasan 

pohon binaan berupa pencatatan jumlah dan jenis 

Pohon Binaan dan pembebasan pohon binaan dari 

pohon penyaing / penganggu. 

 Perlindungan dan Pengamanan Hutan : Telah terdapat 

Tim Dalkarhutla, sementara perlindungan hutan lainnya 

berupa plang-plang peringatan dan himbauan larangan 

menebang hutan. Dari 2 camp terdapat 2 (dua) orang 

Satpam dan 2 (dua) orang TNI. 

Dengan demikian, diketahui bahwa terdapat implementasi 

terhadap sebagian SOP tahapan sistem silvikultur. 
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Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak 

Tebang 

D Baik  

(3) 

Berdasarkan hasil uji petik dengan metode nasted 

sampling pada Penilikan Ke-2 diketahui bahwa rata-rata 

potensi arealbekas tebangan untuk tingkat pohon >25 

batang/ha. 

2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

CD Baik    

(3) 

Berdasarkan hasil uji petik dengan metode nasted 

sampling pada didapatkan rata-rata potensi permudaan 

tingkat tiang > 100 btg/ha atau jumlah kesetaraan tingkat 

pancang sebanyak >400 btg/ha. 

Kesimpulan Indikator  2.3 19/ 21  =  90,48%  (Baik) 

4. Indikator  2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan 

Dalam Pemanfaatan Hutan 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan  

D Baik  

(3) 

Pada periode penilikan Ke-2 tidak terdapat perubahan 

SOP Reduced Impact Logging (RIL). PT. Hanurata Unit 

Papua Barat memiliki SOP Reduced Impact Logging (RIL) 

dengan nomor HNRT/P-PHAPL/446.09b yang direvisi pada 

tanggal 15 Januari 2015. 

2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

D Baik  

(3) 

Pada periode penilikan ke-2, tidak terdapat penambahan 

kegiatan pengelolaan / pemanfaatan hutan ramah 

lingkungan, dengan demikian kondisi sama dengan 

penilikan ke-1. 

2.4.3.  

Tingkat Kerusakan Tegakan 

Tinggal Minimal dan 

Keterbukaan Wilayah 

D Sedang 

(2) 

Pada saat dilakukan audit lapangan penilikan Ke-2, belum 

terdapat kegiatan pemanenan kayu RKT Tahun 2018 

dimana sedang dilaksanakan kegiatan pembautan jalan 

menuju lokasi RKTUPHHK0HA tahun 2018 sehingga tidak 

dapat dilakukan uji petik terhadap Tingkat Kerusakan 

Tegakan dan Keterbukaan Wilayah. Pada saat penilikan 

Ke-1 telah dilakukan uji petik tingkat kerusakan tegakan 

tinggal akibat kegiatan penebangan didapatkan sebesar 

25,49 %. 

2.4.4.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

 

CD Baik  

(3) 

Berdasarkan uji petik terhadap LHC dan LHP dari 4 (tiga) 

petak hasil penebangan 4 (empat) Petak RKTUPHHK 

Tahun 2017 masing-masing 15 sample pohon secara acak 

didapatkan nilai rata-rata faktor eksploitasi sebesar 0,83 

(>0,7). 

Kesimpulan Indikator  2.4 19 / 21 =  90,48%  (Baik) 
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5. Indikator  2.5 : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja 

Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Areal Kerjanya 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKT.RTT) 

yang Disusun Berdasarkan 

Rencana Kerja Jangka Panjang 

(RKU/RKPH) dan Disahkan 

Sesuai Peraturan yang Berlaku 

(Dinas Prov, self approval) 

CD Baik  

(3) 

Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) Tahun 2017 

dan 2018 telah disusun berdasarkan rencana alokasi Blok 

tebangan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) Periode 

Tahun 2015 – 2021, bahwa : 

- PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen 

RKTUPHHK-HA Tahun 2017 disahkan secara self 

approval melalui Keputusan Direktur Utama No. 

646/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2016 tanggal 19 Desember 

2016. Berdasarkan SK Pengesahan diketahui luas 

tebanagan TPTI 4.704 Ha, jumlah pohon 18.739 pohon 

dengan volume 75.687,76 m3. Sedangkan luas tebangan 

PWH seluas 14,55 Ha, jumlah pohon 1.449 dengan 

volume 3.581,25 m3. 

- PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen 

RKTUPHHK-HA Tahun 2018 disahkan secara self 

approval melalui Keputusan Direktur Utama 

No.693/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2017 tanggal 22 Desember 

2017. Berdasarkan SK Pengesahan diketahui luas 

tebanagan TPTI 5.970 Ha, jumlah pohon sebanyak 

38.525 pohon dengan volume 109.222,88 m3. 

Sedangkan luas tebangan dari kegiatan PWH Blok RKT 

2018 seluas 30,55 Ha, jumlah pohon sebanyak 1.793 

pohon dengan volume 4.167,70 m3. 

2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek dengan 

Rencana Jangka Panjang 

D Baik  

(3) 

Terdapat lampiran peta RKUPHHK-HA Periode 2015 – 2021  

PT HANURATA Unit Papua Barat skala 1:50.000 yang telah 

disahkan melalui SK.68/BUHA-2/2014 tanggal 24 

Desember 2014. Peta memuat areal ditebang/ dipanen/ 

dimanfaatkan/ dipelihara beserta areal perlindungan dan 

penelitian seperti Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan 

Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Konservasi In-Situ, 

Petak Ukur Permanan, Tegakan benih, dan Sempadan 

Sungai. 

Peta lampiran RKTUPHHK-HATahun 2017 dan 2018 skala 

1:50.000 yang telah disahkan secara self approval melalui 

Keputusan Direktur Utama No. 

646/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 

memuat areal ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ dipelihara 

beserta areal perlindungan dan penelitian seperti Buffer 

Zone Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, 

Kawasan Konservasi in-Situ, Petak Ukur Permanan, 

Tegakan  Benih dan Sempadan Sungai.  

Dengan demikian, PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki 

peta kerja RKT/RKU yang disahkan dan memuat areal 

ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ dipelihara beserta areal 

yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. 
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Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja Berupa 

Penandaan Batas Blok Tebang-

an / Dipanen / Dimanfaatkan / 

Ditanam / Dipelihara beserta 

Areal yang Ditetapkan sebagai 

Kawasan Lindung (untuk 

Konservasi/ buffer zone/ 

pelestarian plasma 

nutfah/religi/budaya/sarana pra-

sarana dan Penelitian dan 

Pengembangan) 

D Sedang 

(2) 

Implemantasi peta kerja telah dilaksanakan berupa batas 

blok tebangan berupa penanadan Plang RKT, batas blok 

dan batas petak tebangan baik RKTUPHHK-HA Tahun 2017 

dan 2018. Disamping itu, terdapat terdapat penandaan 

kawasan konservasi insitu serta sempadan sungai yang 

merupakan areal yang dipelihara/ kawasan lindung namun 

belum seluruhnya. 

Dengan demikian, pada PT. Hanurata Unit Papua Barat 

terdapat implementasi sebagian batas blok tebangan/ 

dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal 

yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung 

2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, Jenis 

dan Volume Panen dengan 

Dokumen Rencana Jangka 

Pendek  

D Sedang 

(2) 

Terdapat realisasi volume tebangan total sebesar 46,84 % 

(<70)dari rencana tebangan tahunansesuai dengan RKT 

yang disahkan. 

 

Kesimpulan Indikator  2.5 17 / 21 =  80,95%  (Baik) 

6. Indikator  2.6 : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan 

Re-investasi  yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam 

Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan 

Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya 

Manusia 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

 

CD Baik  

(3) 

Berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 

31 Desember 2016 dan 2015 dengan Laporan Audit 

Independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 

Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto. Didapatkan analisa 

kondisi finansial tahun 2016 bahwa nilai Likuiditas <100%, 

Solvabilitas >100%, Rentabilitas positif dan opini auditor 

menyajikan secara wajar atas laporan keuangan. 

2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan pedoman 

Pelaporan Keuangan Peman-

faatan Hutan Produksi (yang 

telah diaudit oleh akuntan 

publik) 

CD Baik  

(3) 

Berdasarkan analisa terhadap Laporan Auditor Independen 

atas laporan rencana dan realiasi biaya TPTI tahun 2016 

oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng diketahui 

realisasi alokasi dana biaya TPTI sebesar Rp. 

7.083.008.160,00 dari rencana sebesar Rp. 

2.950.276.500,00 atau 240,08 %. 

2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

CD Baik  

(3) 

Berdasarkan analisa terhadap Laporan Auditor Independen 

atas laporan rencana dan realiasi biaya TPTI tahun 2016 

oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng diketahui 
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Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

realisasi alokasi dana untuk kegiatan TPTI terealiasasi 100 

%, dengan demikian perbedaan realiasi alokasi dana 

<20% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya pada 

kegiatan perencanaan, perlindungan hutan, pembinaan 

hutan, sarana dan prasarana, peralatan kerja, penelitian 

pengembangan, dan pengembangan SDM. 

2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

CD Sedang 

(2) 

Pada tahun 2016 berdasarkan rincian arus kas 

menunjukkan saldo kas akhir tahun yang positif dan 

kondisi keuangan sudah mengalami keuntungan, dan 

pemenuhan dana kegiatan Kelola hutan baik TPTI maupun 

Non TPTI mencapai 100 % menunjukkan alokasi dana 

yang lancar. Masih terdapat kegiatan teknis 

kehutanan yang belum sesuai tata waktunya 

misalnya kegiatan PWH. 

2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

D Baik    

(3) 

Berdasarkan analisa terhadap Laporan Auditor Independen 

atas laporan rencana dan realiasi biaya TPTI tahun 2016 

oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng diketahui 

realisasi Biaya pada kegiatan pembinaan hutan, 

perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong sebesar 

99,68 % (>80%) 

2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman/Pembinaan Hutan 

 

CD Baik  

(3) 

Terdapat realisasi kegiatan Penanaman / Pembinaan hutan 

tahun 2017. Pada kegiatan TPTI berupa penanaman 

pengayaan/rehabilitasi, pembebasan pohon binaan, 

penanaman tanah kosong dan penanaman kiri kanan jalan 

terealisasi sebesar 90,71%. 

Kesimpulan Indikator  2.6 19/ 21 =  90,49%  (Baik) 

 

C. KRITERIA EKOLOGI 

1. Indikator 3.1.  : Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi  

pada setiap tipe hutan. 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.1.1. 

Luasan kawasan dilindungi 

D (2) Baik  

(3) 

Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen 

perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL- UPL/DPPL/DPL, 

RKU RPKH; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi 

biofisiknya. 

Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan 

ke-1 (2017) sampai dilakukannya audit penilikan ke-2 saat 

ini (tahun 2018), tidak terdapat perubahan luasan kawasan 

lindung. 

PT. Hanurata (Unit Papua Barat) memiliki luas kawasan 

lindung ± 17.531 hektar (7,4%) dari ± 234.470 ha luas 

areal (SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 

859/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014). 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 24 dari 58 
 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Adapun jenis dan luas tata ruang untuk kawasan kawasan 

lindung adalah sebagai berikut : 

a. Sempadan sungai 3.709 Ha 

b. Buffer Zone HL 6.267 ha 

c. Kawasan Konservasi Insitu 5.885  ha 

d. KPPN 1.670 ha. 

Hasil uji petik kondisi biofisik kawasan lindung dilakukan di:  

a. Kawasan Konservasi Insitu Blok Ubia pada titik 

koordinat 30 22’ 55,8” LS  1330 24’ 05,3 BT dan titik 

koordinat 30 23’ 06,4” LS  1330 24’ 08,3 BT 

menunjukkan kondisi boifisik tidak terganggu masih 

berupa hutan sekunder dengan tingkat kerapatan 

tegakan sedang. 

b. Sempadan Sungai Sawi di Blok Ubia pada koordinat 30 

23’ 15,9” LS  1330 17’ 36,1 BT, menunjukkan kondisi 

biofisik tidak terganggu masih berupa hutan sekunder 

dengan tingkat kerapatan tegakan sedang. 

c. Kawasan Konservasi Insitu Blok Bahumia pada 

koordinat 3017’ 37,6” LS  133028’ 53,2 BT , 

menunjukkan kondisi biofisik tidak terganggu masih 

berupa hutan sekunder dengan tingkat kerapatan 

tegakan sedang. 

3.1.2. 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah 

ditandai, tanda batas 

dikenali). 

D (2) 

 

Sedang  

(2) 

Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 51 - 70% 

dari yang seharusnya.  

Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan 

ke-1 (2017) sampai dilakukannya audit penilikan ke-2 saat 

ini (tahun 2018), belum ada perubahan atau penambahan 

data.  Realisasi kawasan lindung yang telah ditata batas di 

lapangan masih seluas 9.288 ha (52,98%). dari luas total 

kawasan lindung sebesar 17.531 ha.  

Hasil uji petik kondisi biofisik kawasan lindung dilakukan di: 

a. Kawasan Konservasi Insitu Blok Ubia pada titik 

koordinat 30 22’ 55,8” LS  1330 24’ 05,3 BT dan titik 

koordinat 30 23’ 06,4” LS  1330 24’ 08,3 BT, tanda batas 

dicirikan dengan patok merah berukuran 10x10 cm, 

serta garis rintis cat merah. 

b. Sempadan Sungai Sawi di Blok Ubia pada koordinat : 30 

23’ 15,9” LS  1330 17’ 36,1 BT, tanda batas dicirikan 

dengan patok merah berukuran 10x10 cm, serta garis 

rintis cat merah. 

c. Kawasan Konservasi Insitu Blok Bahumia pada koordinat 

30 17’ 37,6” LS  1330 28’ 53,2 BT , tanda batas dicirikan 

dengan patok merah berukuran 10x10 cm, serta garis 

rintis cat merah. 

3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi. 

D (2) 

 

Baik  

(3) 

Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup ≥ 80% 

atau terdapat realisasi menghutankan kembali ke kondisi 

semula ≥ 80 % dari rencana. 
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Selama satu tahun terakhir, sudah ada Peta Citra Landsat 

terbaru liputan beberapa bulan selama tahun 2016 yaitu 

Citra Laandsat 7 ETM + 542 Skala 1:100.000.  Peta 

tersebut sudah mendapat pengesahan dari Dirjen Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor: 

S.46/IPSDH/PLA.1/1/2018 tanggal 16 Janurai 2018.  

Kondisi penutupan kawasan lindung PT. Hanurata (Unit 

Papua Barat)  berdasarkan anaisis digitasi peta tersebut 

menunjukkan kondisi masih berhutan hingga mencapai 

97,2 %, tertutup awan 0,8% dan NH 2,2%. 

Hasil uji petik kondisi biofisik kawasan lindung dilakukan di: 

a. Kawasan Konservasi Insitu Blok Ubia pada titik 

koordinat  30 22’ 55,8” LS  1330 24’ 05,3 BT dan titik 

koordinat 30 23’ 06,4” LS  1330 24’ 08,3 BT 

menunjukkan kondisi boifisik tidak terganggu masih 

berupa hutan sekunder dengan tingkat kerapatan 

tegakan sedang. 

b. Sempadan Sungai Sawi di Blok Ubia pada koordinat : 30 

23’ 15,9” LS  1330 17’ 36,1 BT, menunjukkan kondisi 

biofisik tidak terganggu masih berupa hutan sekunder 

dengan tingkat kerapatan tegakan sedang. 

c. Kawasan Konservasi Insitu Blok Bahumia pada 

koordinat 30 17’ 37,6” LS  1330 28’ 53,2 BT, 

menunjukkan kondisi biofisik tidak terganggu masih 

berupa hutan sekunder dengan tingkat kerapatan 

tegakan sedang. 

3.1.4 

Pengakuan para pihak 

terhadap kawasan dilindungi 

CD (1) 

 

Sedang  

(2) 

Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para 

pihak (minimal 50%). 

Selama setahun terakhir, upaya untuk mendapat 

pengakuan para pihak masyarakat seluruh kampung belum 

ada penambahan. Letak geoegrafis sebaran kawasan 

lindung PT. Hanurata (Unit Papua Barat) tersebar di 17 

kampung, namun baru 12 kampung yang telah dilakukan 

kegiatan sosialisasi kawasan lindung.   

Bahwa pada Penilikan ke-1 terdapat observasi agar 

meningkatkan jumlah pengakuan para pihak terhadap 

keberadaan kawasan lindung hingga mencapai seluruh 17 

kampung/ulayat yang terdapat dan tersebar di areal PT. 

Hanurata (Unit Papua Barat).  Namun hasil observasi 

tersebut belum ditindaklanjuti. 

Hasil wawancara terhadap beberapa kampung yang telah 

mendapatkan kegiatan sosialisasi kawasan lindung ternyata 

belum seluruhnya mengerti kawasan lindung apa yang ada 

di wilayah kampungnya.  Namun setelah dikasih penjelasan 

mereka menyetujui terhadap keberadaan kawasan lindung 

yang perlu dipertahankan. 
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3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang 

areal/land scaping sesuai 

RKL/RPL. 

D (2) 

 

Baik  

(3) 

Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan 

ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata 

ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata 

ruang yang ada di dalam RKU. 

Terdapat kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang 

termuat dalam laporan RKL-RPL yang berkaitan dengan 

pengelolaan kawasan lindung antara lain : 

a. Observasi/pengamatan kondisi penutupan lahan di areal 

sempadan sungai. 

b. Survei tegakan pada areal KPPN. 

c. Pengamatan tata batas, evaluasi kondisi kawasan, 

evaluasi vegetasi dan pengukuran laju erosi pada BZ 

HL. 

d. Pemasangan banner keanekaragaman hayati NKT 1 

pada kantor dengan tujuan untuk mempertinggi tingkat 

kesadaran karyawan terhadap flora dilindungi. 

e. Pelaksanaan kegiatan RIL agar tingkat resiko 

pemanenan semakin kecil terhadap kerusakan tegakan 

tinggal. 

f. Pengukuran laju erosi, sedimentasi dan kualitas air. 

g. Produksi/penyediaan bibit tanaman lokal di persemaian 

untuk melakukan pengayaan dan rehabilitasi pada areal 

terdampak, seperti kiri kanan jalan dan areal tanah 

kosong bekas kegiatan pemanenan. 

Disamping itu terdapat Laporan Penilaian/Studi HCV yang 

dilaksanakan oleh pihak ketiga PT. Kyara Solusi Indonesia 

atas biaya kerjasama dengan pihak lain yaitu The Borneo 

Initiative dan Tropical Forest Foundation yang dilakukan 

pada 1 Oktober 2016- 21 Oktober2016. Laporan terbit 

pada bulan Agustus 2017. 

Kesimpulan Indikator 3.1 24/27 = 88,89% (Baik) 

 

2. Indikator 3.2. : Perlindungan dan pengamanan hutan 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.2.1  

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada 

D (2) 

 

Sedang  

(2) 

Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh jenis 

gangguan yang ada (minimal 50%). 

Potensi gangguan yang ada di areal PT. Hanurata (Unit 

Papua Barat) antara lain : 

1. Perambahan dan pencurian kayu. 

2. Bahaya kebakaran hutan. 

3. Serangan hama dan penyakit. 

4. Perburuan flora dan fauna dilindungi. 

5. Kerusakan akibat eksploitasi. 

6. Perladangan berpindah. 
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Adapun SOP yang dimiliki adalah : 

No. No. Dokumen 
Tgl Revisi 

terakhir 
Ruang Lingkup 

1. HNRT/P-

PHAPL/446.20 

15-01-2015 Pengamanan dan 

Perlindungan Hutan 

2. HNT/PL/446.31 15-01-2015 Satuan Pengamanan 

Hutan 

3. HNT/PL/446.32 15-01-2015 Pencegahan dan 

Pengendalian 

Kebakaran Hutan 

4. HNT/PL/446.33 15-01-2015 Pencegahan dan 

Pengendalian Hama 

dan Penyakit 

Tanaman Kehutanan 

5. HNT/PL/446.34 15-01-2015 Pencegahan dan 

Pengendalian 

Pengembalaan Hewan 

Ternak 

6. HNT/PL/446.35 15-01-2015 Pencegahan dan 

Pengendalian 

Perambahan dan 

Perladangan 

Berpindah 

7. HNT/PL/446.36 15-01-2015 Pencegahan dan 

Pengendalian 

Pembalakan Liar 

8. HNT/PL/446.55 15-01-2015 Pengendalian 

Terhadap Perburuan 

9. HNRT/P-

PHAPL/447.01 

15-01-2015 Siaga dan tanggap 

darurat 

10. HNRT/P-

PHAPL/446.09b 

15-01-2015 RIL 

Terdapat observasi pada Penilikan ke-1 tahun lalu (2017) 

bahwa SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan perlu 

direvisi agar sesuai dengan peraturan terbaru 

P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016. Namun observasi tersebut 

belum ditindaklanjuti. 

3.2.2 

Sarana prasarana 

perlindungan gangguan hutan 

D (2) 

 

Sedang  

(2) 

Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan 

ketentuan (minimal 50%). 

Pada Penilikan ke-1, terdapat observasi agar melengkapi 

sarana prasarana perlindungan hutan, khususnya sarana 

prasarana Dalkarhutla sesuai dengan komitmen 

perusahaan untuk memenuhi peraturan yang berlaku, 

yakni Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 

Bukti tindak lanjut: beberapa fasilitas perlengkapan regu 
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dalkarhutla sudah direalisasikan, namun masih belum 

sesuai dengan standar peraturan. 

Hasil verifikasi lapangan menunjukkan sarana-prasarana 

yang belum memenuhi sampai 100%. Verifikasi dilakukan 

di : 

Pos Security di titik koordinat 30 23’ 13,0” LS  1330 16’ 

52,3 BT di Camp Ubia. 

Pos Security dan Pos Damkar pada koordinat 30 14’ 24,5” 

LS  1330 27’ 46,5 BT di Camp Bahumia. 

Dari tingkat resiko kebakaran hutan PT. Hanurata (Unit 

Papua Barat) dinilai memiliki resiko yang rendah, karena 

PT. Hanurata (Unit Papua Barat) memiliki data curah hujan 

yang tinggi. Menurut data RKU 2015-2021, type iklim areal 

PT. Hanurata (Unit Papua Barat)  termasuk kedalam type 

iklim Sangat Basah, dengan tingkat curah hujan rata-rata 

sebesar 2.667 mm/th.  Data tersebut diperkuat dengan 

data BPS (2014) yang menjelaskan  data curah hujan rata-

rata Kabupaten Kaimana menunjukkan angka 2.583 

mm/tahun serta suhu rata-rata harian berkisar antara 24-

26,5 0C.   

3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

D (2) 

 

Sedang  

(2) 

Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan 

kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 

50%). 

Terdapat SDM perlindungan hutan PT. Hanurata (Unit 

Papua Barat) untuk : 

a. Keamanan hutan: 2 orang Satpam, dibantu oleh 3 

orang anggota TNI PAM. 

b. Kebakaran hutan dan lahan: 4 regu inti atau 60 orang 

(Menurut SK DIRUT PT. Hanurata nomor: 

127/SKEP/DIR/A/III/2017 tanggal 2 Maret 2017. 

Tentang Pembentukkan Organisasi Brigede 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan lingkup PT. 

Hanurata (Unit Papua Barat).  Dari jumlah personil 

sudah sesuai namun belum memiliki sertifikat 

Dalkarhutla.  

Menurut peraturan berlaku terdapat kekurangan SDM :  

1. Satgas Dalkarhutla: 4 regu pendukung (60 orang) dan 

Regu Perbantuan dari Masyarakat Peduli Api. 

2. Kompetensi bidang Dalkarhutla sebanyak 60 orang. 

3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

D (2) 

 

Sedang  

(2) 

Tersedia kegiatan perlindungan yang diimplementasikan 

melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) 

tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis  gangguan 

yang ada . 

Dari sisi keamanan hutan, kondisi goegrafis PT. Hanurata 

(Unit Papua Barat)  diuntungkan dengan aksesibilitas yang 

relatif sulit ditempuh dengan jalur darat. Disamping itu 

keberadaan masyarakt yang hidup di dalam areal sangat 
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sedikit, sehingga dari data satu tahun terakhir tidak 

terdapat kejadian pelanggaran hukum akibat aktivitas 

ilegal. 

Dengan jumlah security 2 orang dibantu dengan 2 orang 

anggota TNI yang ada di lapangan, sementara ini masih 

cukup dalam meng-cover hutan dari kegiatan ilegal.  

Kegiatan patroli dilakukan hanya pada saat-saat tertentu 

untuk memantau kegiatan di lapangan.  Aksesibilitas yang 

masih sulit akibat kondisi jalan yang licin menyebabkan 

intensitas patroli hanya dilakukan sewaktu-waktu. 

Dari tingkat resiko kebakaran hutan PT. Hanurata (Unit 

Papua Barat) dinilai memiliki resiko yang rendah, karena 

PT. Hanurata (Unit Papua Barat) memiliki data curah hujan 

yang tinggi. Menurut data RKU 2015-2021, type iklim areal 

PT. Hanurata (Unit Papua Barat)  termasuk kedalam type 

iklim Sangat Basah, dengan tingkat curah hujan rata-rata 

sebesar 2.667 mm/th.  Data tersebut diperkuat dengan 

data BPS (2014) yang menjelaskan  data curah hujan rata-

rata Kabupaten Kaimana menunjukkan angka 2.583 

mm/tahun serta suhu rata-rata harian berkisar antara 24-

26,5 0C.  Namun demikian pemantauan hotspot melalui 

data satelit pada situs-situs yang tersedia sudah dilakukan, 

dengan laporan tidak pernah terdapat titik hotspot selama 

satu tahun terakhir. 

Dari sisi hama penyakit tanaman, belum dilakukan 

tindakan preventif ataupun penanggulangan hama di 

persemaian. 

Kesimpulan Indikator 3.2 16/24 = 66,67 % (Sedang) 

 

3. Indikator 3.3. :  Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

akibat pemanfaatan hutan. 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.3.1  

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah & air. 

D (2) 

 

Baik  

(3) 

Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan 

yang ada  

Selama periode setahun terakhir, setelah audit Penilkan-1 

(2017) sampai dilakukannya audit penilikan ke-2 (2018) tidak 

terdapat perubahan atau revisi terhadap SOP terkait 

pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. 

Terdapat SOP yang dinilai sudah lengkap sesuai  rencana 

pengelolaan dan pemantauan yaitu :  

No No. Dokumen 
Tgl 

Revisi 
Ruang Lingkup 

1. HNRT/P-

PHAPL/446.07 

15-01-

2015 

PWH 
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2. HNRT/P-

PHAPL/446.14 

15-01-

2015 

Pengadaan bibit 

3. HNRT/P-

PHAPL/446.15 

15-01-

2015 

Pengadaan bibit stek 

4. HNRT/P-

PHAPL/446.19 

15-01-

2015 

Pembinaan hutan lain-

lain 

5. HNRT/P-

PHAPL/446.23 

15-01-

2015 

Pengelolaan limbah 

6. HNRT/P-

PHAPL/446.27a 

15-01-

2015 

Stasiun Pengamat Arus 

Sungai (SPAS) 

7. HNRT/P-

PHAPL/446.27b 

15-01-

2015 

Pembangunan dan 

Pengolahan Data Sistem 

Pengukuran Arus Sungai 

(SPAS) 

8. HNRT/P-

PHAPL/446.27c 

15-01-

2015 

Pengukuran dan 

Pengolahan Data Curah 

Hujan 

9. HNRT/P-

PHAPL/446.27d 

15-01-

2015 

Pengukuran Kecepatan 

Air Sungai 

10. HNRT/P-

PHAPL/446.28a 

15-01-

2015 

Konservasi Tanah dan 

Air 

11. HNRT/P-

PHAPL/446.28b 

15-01-

2015 

Konservasi Tanah dan 

Air di Jalan Hutan, TPn 

dan TPk 

12. HNRT/P-

PHAPL/446.28c 

15-01-

2015 

Konservasi Tanah dan 

Air di Lokasi 

Penebangan 

13. HNRT/P-

PHAPL/446.28d 

15-01-

2015 

Konservasi Tanah dan 

Air di Tebing Sungai 

14. HNRT/P-

PHAPL/446.28e 

15-01-

2015 

Pengukuran dan 

Pengolahan Data 

Sedimentasi 

15. HNRT/P-

PHAPL/446.28f 

15-01-

2015 

Pengukuran dan 

Pengolahan Data Erosi 

Tanah 
 

3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

D (2) 

 

Sedang  

(2) 

Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan 

ketentuan (minimal 50%). 

Selama periode setahun terakhir, setelah audit Penilkan-1 

(2017) sampai dilakukannya audit penilikan ke-2 (2018) tidak 

terdapat tambahan bukti sarana/dokumen terkait sarana 

pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

di areal PT. Hanurata (Unit Papua Barat). 

Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air yang telah dimiliki masih belum 

lengkap. Adapun sarana dan prasarana pengelolaan dan 

pemantauan yang belum dimiliki adalah: pemantauan curah 

hujan, erosivitas, kelembaban dan suhu  di masing-masing  
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Blok RKT di Ubia dan Bahumia. 

Khusus mengenai pelaporan RKL-RPL, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan kehutanan pada tahun 2016 telah 

menerbitkan peraturan yang lebih dikenal dengan istilah 

SIMPEL, yaitu peraturan   nomor: 

87/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016, tentang Sistem Pelaporan 

Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan 

/ atau Kegiatan.  Namun perusahaan baru mengetahui adanya 

peraturan ini, dan belum melakukan permohonan registrasi. 

3.3.3. 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air. 

D (2) 

 

Sedang  

(2) 

Pada kegiatan Penilikan ke-2 ini (2018), belum ada perubahan 

data Ganis, masih seperti tahun yang lalu (2017).  

Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, 

kebutuhan Ganis Binhut PT. Hanurata (Unit Papua Barat)  

sebanyak  10 orang. 

PT. Hanurata (Unit Papua Barat)  memiliki Ganis Binhut 

sebanyak 2 (dua) orang atas nama: 

 La Bariu, S. Hut Noreg. 00076-16/BIIHUT/XXXIII/ 2018, 

masa berlaku sampai 09 Maret 2021. 

 David Noreg. 00077-16/BIIHUT/XXXIII/ 2018, masa 

berlaku sampai 09 Maret 2021. 

Sehingga masih memiliki kekurangan 8 orang Ganis Binhut 

atau kurang dari 50% dari norma verifier ini. Untuk 

melengkapi kekurangan tenaga Ganis ini telah ada upaya 

untuk melengkapinya yaitu: 

1. Menuangkan kebutuhan Rencana pemenuhan Ganis pada 

RKT 2018 sebanyak 8 orang. 

2. Terdapat upaya pemenuhan berupa Surat Manager Unit 

PT. Hanurata (Unit Papua Barat)  tanggal 1 Maret 2017 

perihal permohonan pelatihan Ganis PHPL yang ditujkan 

kepada APHI Komda Papua Barat, dan ditembuskan 

kepada antara lain, (a) Dirjen PHPL, Kementrian LHK di 

Jakarta, (b) BPHP Wilayah XVI di Manokwari, dan (c) 

Dishut Provinsi Papua Barat di Manokwari, yang berencana 

mengikutsertakan pelatihan Ganis PHPL sebanyak 5 (lima) 

orang, terdiri dari rencana pelatihan Ganis PHPL BINHUT 

sebanyak 3 orang dan Ganis PHPL NENHUT sebanyak 2 

orang. Namun pada saat itu tidak ada jadwal pelatihan. 

Realisasi pelatihan yang ada adalah tanggal 5 s/d 26 Maret 

2018. 

3. Jumlah peserta yang diikutkan pada akhirnya hanya 

berjumlah 2 orang, karena terkendala dengan 

keterbatasan jumlah SDM yang dainggap siap.  Adapun 

calon yang diusulkan untuk diikutkan dalam pelaksanaan 

Pelatihan Ganis Binhut mengundurkan diri dengan alasan 

belum ada kesepakatan salary dan fasilitas.   

4. Upaya untuk membuka lowongan dalam rangka 

pemenuhan tenaga Ganis Binhut sudah dilakukan dengan 

pengumuman perekrutan secara lisan melalui orang 
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terdekat karyawan yang ada.  Namun sampai saat ini 

belum ada yang sanggup bekerja di camp yang jauh dari 

kota. 

Atas penjelasan di atas, auditor menilai bahwa telah ada 

upaya untuk pemenuhan Ganis Binhut sampai pada standar 

yang berlaku, namun terdapat kendala-kendala yang relatif 

sulit diatasi, mengingat lokasi geografis lapangan yang sangat 

jauh (terpencil) yang berdampak tidak banyak tenaga Ganis 

yang siap ditempatkan di lokasi tersebut.   

Disamping itu, tugas-tugas Ganis Binhut selama ini masih 

dapat di-cover oleh 3 orang tenaga managerial yang memiliki 

kualifikasi sarjana kehutanan terdiri dari satu orang Asisten 

Direktur Pengelolaan Hutan, satu orang Manajer Unit dan satu 

orang Asisiten Manajer Unit.  Verifier ini perlu ditinjau lebih 

dalam pada saat Penilikan ke-3 untuk melihat sejauh mana 

progres yang dilakukan atas rencana yang dituangkan dalam 

rencana pemenuhan Ganis dalam dokumen RKT 2018.   

3.3.4. 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak 

terhadap tanah dan air 

(teknis sipil dan vegetatif). 

D (2) 

 

Sedang  

(2) 

Terdapat dokumen, dan ada implementasi kegiatan 

pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (minimal 50%). 

Pada Penilikan ke-2 tahun ini (2018), terdapat rencana dan 

implementasi terkait pengelolaan dampak terhadap tanah dan 

air, yaitu : 

No. 
Rencana dan Realisasi Pengelolaan 

Rencana Realisasi 

1. Pembuatan 

Bangunan 

Konservasi 

(Pelindung Jalan 

dan Tebing) 

- Informasi sampai audit 

penilaian tahun ini dan tahun 

lalu telah dilaksanakan 

2. Pembuatan dan 

Pemeliharaan 

saluran draignase 

kiri kanan jalan 

- Informasi sampai audit 

penilaian tahun ini dan tahun 

lalu telah dilaksanakan 

3. Pembuatan 

sengkedan 

- Informasi sampai audit 

penilaian tahun ini dan tahun 

lalu telah dilaksanakan 

4. Pembuatan 

drainase 

melintang 

- Informasi sampai audit 

penilaian tahun ini dan tahun 

lalu telah dilaksanakan 

5. Penanaman kanan 

kiri jalan angkutan 

- Informasi sampai audit 

penilaian tahun ini dan tahun 

lalu telah dilaksanakan 

6. Penanaman bekas 

Jalan Sarad 

- Informasi sampai audit 

penilaian tahun ini dan tahun 

lalu telah dilaksanakan 

7. Konservasi tanah -  
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dan air di tebing 

sungai 

8. Penyuluhan 

konservasi tanah 

dan air bagi 

karyawan 

- Informasi sampai audit 

penilaian tahun ini dan tahun 

lalu telah dilaksanakan 

9. Penerapan pola 

tebang (arah 

rebah)dan sarad 

(sependek 

mungkin) 

dilakukan dengan 

teknik Reduced 

Impact Logging 

- Informasi sampai audit 

penilaian tahun ini dan tahun 

lalu telah dilaksanakan 

Hasil observasi lapangan menunjukkan : 

Implementasi penanaman tidak seluruhnya dilakukan pada 

seluruh areal jalan sarad dan tanah kosong. 

Implementasi tanaman kiri kanan jalan terlihat di KM 28-32 di 

Blok Bahumia, namun di bagian lain hasil pekerjaan tahun-

tahun sebelumnya tidak tampak.  Hal ini disebabkan tidak ada 

pemeliharaan lanjutan. 

3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

D (2) 

 

Sedang  

(2) 

Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air yang diimplementasikan minimal 50%. 

Terdapat hasil observasi Penilikan ke-1 tahun lalu yaitu agar 

melaksanakan semua rencana pemantauan yang ada. Namun 

tindaklanjut belum sepenuhnya dilakukan. 

Rencana dan realisasi pemantauan dampak terhadap tanah 

dan air  menurut dokumen yang dijumpai (RKL-RPL dan 

laorannya) adalah : 

No. 
Rencana dan Realisasi Pemantauan 

Rencana Realisasi 

1. Pemantauan 

erosi 

- Informasi sampai audit 

penilaian tahun ini dan tahun 

lalu telah dilaksanakan 

2. Pemantauan 

sedimentasi 

- Informasi sampai audit 

penilaian tahun ini dan tahun 

lalu telah dilaksanakan 

3. Pemantauan 

debit air sungai 

Dalam progress 

4. Pemantauan 

curah hujan 

Dalam progress 

5. Pemantauan 

kuaitas air 

Dalam progress 

 

3.3.6 D (2) Sedang  Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting 

terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak 
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Dampak terhadap tanah 

dan air 

 (2) sesuai ketentuan. 

Hasil Penilikan ke-1 tahun lalu menghasilkan dokumen 

observasi yaitu membuat laporan hasil kajian atau evaluasi 

terhadap hasil pengelolaan dan hasil pemantauan, apakah 

kegiatan pengelolaan yang dilakukan sudah efektif? 

2. Semua kegiatan pengelolaan/pemantauan harus disesuaikan 

dengan dokumen RKL-RPL. 

Pada Penilikan ke-2 ini, tidak ada tindaklanjut hasil observasi 

Penilikan ke-1. 

Dalam hal menilai adanya indikasi dampak terhadap tanah dan 

air maka perlu dilakukan pemantauan parameter lingkungan 

sesuai pada dokumen RPL.  Dalam hal ini, PT Hanurata (Unit 

Papua Barat) baru merealisasikan pemantauan terhadap 

sebagian parameter lingkungan tanah dan air, terutama 

kualitas air dan sedimentasi. sehingga belum dapat menilai 

dampak terhadap lingkungan.   

Di lapangan terlihat kondisi jalan yang licin dan berlumpur 

karena kesulitan dalam mencari material untuk pengerjaan 

pengerasan jalan, sehingga menyebabkan erosi tanah 

disepanjang jalan yang mengalir ke parit dan anak-anak 

sungai. Telah ada upaya yang dilakukan dengan cara 

menanam tanaman kiri kanan jalan dan penambahan guludan 

agar laju erosi terhambat. 

Kesimpulan Indikator 3.3 26/36 = 72,22 % (Sedang) 

 

4. Indikator 3.4. :  Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau 

langka (endangered), jarang (rare), terancam punah 

(threatened) dan endemic. 

 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.4.1 

Ketersediaan prosedur 

identifikasi flora dan fauna 

yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam 

punah dan endemik mengacu 

pada perundangan/ peraturan 

yang berlaku 

D (2) 

 

Sedang  

(2) 

Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup 

seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik yang terdapat di areal 

pemegang izin (minimal 50%). 

Pada Penilikan ke-1 (2017) terdapat observasi untuk    

merevisi SOP Konservasi Satwa Liar Dilindungi – 

Identifikasi Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, 

Endemik dan Dilindungi (HNRT/P-PHAPL/446.29c) agar 

menyajikan langkah atau prosedur untuk kegiatan 

identifikasi masing-masing jenis satwa seperti jenis 

mamalia, burung, reptilia, amphibia, dan/atau biota air, 

karena terdapat habitat air yang luas seperti ekosistem 

mangrove dan rawa. Namun hasil observasi tersebut 

belum ditindaklanjuti. 
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Terdapat prosedur :  

1. HNRT/P-PHAPL/446.25, revisi tanggal 15 Januari 

2015, tentang Identifikasi Flora dan Fauna, sudah 

mengacu ke IUCN redlist, tetapi masih belum secara 

jelas mengacu ke PP 7/1999 dan Appendix CITES. 

2. HNRT/P-PHAPL/446.29c, revisi tanggal 15 Januari 

2015, tentang Konservasi Satwa Liar Dilindungi – 

Identifikasi Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, 

Endemik dan Dilindungi, sudah mengacu ke IUCN 

redlist, Appendix CITES, dan peraturan perlindungan 

flora dan fauna yang berlaku di Indonesia. SOP ini 

masih bersifat umum, dan masih belum menyajikan 

secara jelas prosedur identifikasi untuk masing-

masing jenis satwa seperti prosedur untuk identifikasi 

jenis mamalia, burung, reptilia, amphibia, dan/atau 

biota air, karena terdapat habitat air yang luas seperti 

mangrove dan rawa. 

3. HNRT/P-PHAPL/446.29b, revisi tanggal 15 Januari 

2015, tentang Konservasi dan Identifikasi Flora 

Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik dan 

Dilindungi, sudah mengacu ke IUCN redlist, Appendix 

CITES, dan peraturan perlindungan flora dan fauna 

yang berlaku di Indonesia. 

3.4.2 

Implementasi kegiatan 

identifikasi 

D (2) 

 

Baik  

(3) 

Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis 

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah 

dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin  

Terdapat hasil observasi Penilikan ke-1 (2017) yaitu : PT. 

Hanurata (Unit Papua Barat) agar melakukan identifikasi 

terhadap biota air, khususnya di areal mangrove dan 

rawa. Terhadap observasi Penilikan ke-1 ini, PT. Hanurata 

sebenarnya telah melakukan kegiatan Penilaian/Studi 

HCV yang dilaksanakan oleh pihak ketiga PT. Kyara Solusi 

Indonesia atas biaya kerjasama dengan pihak lain yaitu : 

The Borneo Initiative dan Tropical Forest Foundation 

yang dilakukan pada tanggal 1 s/d 21 Oktober 2016, 

namun laporannya terbit pada tahun 2017. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah : 

1. Melakukan indentifikasi kawasan hutan bernilai 

konservasitinggi di areal PT. Hanurata (Unit Papua 

Barat) , dengan memperhatikan aspek-aspek 

keanekaragaman hayati, ekologi dan sosial budaya; 

2. Melakukan analisis kondisi landscap kawasan hutan 

yang ada dari aspek fisik kawasan, keanekaragaman 

hayati, ekologi, dan sosial budaya; dan 

3. Membuat rekomendasi yang diharapkan menjadi 

dasar dalam pengelolaan dan pemantauan kawasan 

hutan bernilai konservasi tinggi yang telah 

teridentifikasi. 
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Salah satu output dari penilaian tersebut adalah telah 

teridentifikasinya jenis-jenis flora dan fauna dengan 

berbagai kategori pada kawasan NKT 1 diantaranya: 

1. Telah teridentifikasi 13 Jenis mamalia dengan 

berbagai status konservasi yaitu: 8 jenis mamalia 

dilindungi, dua jenis endemik, dua status IUCN 

(jarang dan terancam punah), dan dua jenis 

berkategori Appendix II menurut CITES. 

2. Telah teridentifikasi 140 jenis burung dengan 

berbagai status konservasi yaitu: empat jenis 

endemik, empat jenis status IUCN (jarang dan 

terancam punah), 52 jenis dilindungi, serta 31 jenis 

berkategori Appendix (I dan II) menurut CITES. 

3. Telah teridentifikasi 54 jenis Herpetofauna dengan 

berbagai ketegori status konservasi  yaitu: 9 jenis 

dilindungi, 17 jenis Endemik, 39 Jenis berstatus IUCN 

(LC, DD, N) dan 7 jenis berkategori Appendix II 

(menurut CITES). 

4. Telah teridentifikasi 119 jenis flora dengan berbagai 

jenis status konservasi diantaranya: 4 jenis status 

IUCN (VU), dan dua jenis dilindungi.  

Terhadap hasil studi yang berkaitan dengan verifier ini 

dapat diringkas sebagai berikut: 

- NKT 1.2, yaitu Kawasan yang memiliki Spesies hampir 

punah. Di dalam konsesi PT. Hanurata ((Unit Papua 

Barat) ditemukan habitat dan populasi dari jenis 

satwaliar yang masuk dalam kategori CR yaitu Kuskus 

tutul hitam (Spilocuscus rufoniger ) yang merupakan 

salah satu marsupial (hewan berkantung) asal Papua 

yang langka. Kuskus tutul hitam termasuk salah satu 

dari 71 hewan paling langka Indonesia yang oleh IUCN 

Redlist diberi status Critically Endangered. Kawasan 

hutan yang ada di PT. Hanurata merupakan salah satu 

habitat penting dari kuskus tutul hitam ini. 

- NKT 1.3, yaitu Kawasan yang merupakan habitat bagi 

populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas 

atau dilindungi yang mampu bertahan hidup. Di dalam 

konsesi PT. Hanurata ditemukan satwa liar dan 

tumbuhan yang memiliki nilai konservasi tinggi dalam 

tingkat nasional ataupun global. Berdasarkan hasil 

survai lapangan, teridentifikasi sejumlah flora-fauna 

yang berada di dalam arealkonsesi Hanurata, 

diantaranya 140 jenis burung, 23 jenis amfibi, 28 jenis 

reptil, 13 jenis mamalia dan 119 jenis tumbuhan. Dari 

sejumlah jenis flora-fauna yang berhasil diidentifikasi di 

dalam areal PT. Hanurata, satu jenis diantaranya 

dianggap masuk kategori terancam secara internasional 

dan masukdalam Redlist IUCN dengan status CR yaitu 
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kuskus tutul hitam (Spilocuscus rufoniger), serta masuk 

kategori terancam secara nasional dan dimasukkan ke 

dalam daftar jenis yang perlu mendapat prioritas 

konservasinya di Indoneisa. Menurut Mardiastuti dkk 

(2008), kakatua raja (Probosci geraterrimus), kakatua 

koki (Cacatua galerita), julang irian (Rhyticeros 

plicatus), serta jenis-jenis burung paruh bengkok 

lainnya (Psittacidae) masuk ke dalam kategori jenis-

jenis Prioritas Sangat Tinggi dalam Arahan Strategis 

Konservasi Spesies Nasional 2008-2018. Dari temuan ini 

menjadikan kawasan PT. Hanurata sangat penting dan 

masuk dalam kategori NKT 1.3. 

- NKT 1.4, yaitu kawasan yang merupakan habitat bagi 

spesies atau sekumpulan spesies yang digunakan 

secara temporer. Sekitar 18 jenis burung migran dan 

pengunjung tidak tetap ditemukan didalam dan sekitar 

areal Hanurata, dimana keberadaan burung migran dan 

pengunjung tidak tetap tersebut mengindikasikan 

bahwa di dalam areal Hanurata terdapat areal yang 

menjadi habitat kuncibagi jenis-jenis tersebut, yaitu 

lahan basah berupa rawa, mangrove dan lahan basah 

lainnya. Jenis-jenis burung migran dan pengunjung 

tidak tetap tersebut juga diperkirakan memanfaatkan 

areal-areal berhutan di sekitar pantai sebagai lokasi 

persinggahannya. 

Kesimpulan Indikator 3.4 10/12 = 83,33% (Baik) 

 

5. Indikator 3.5. :  Pengelolaan flora untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, 

dan bagian yang tidak rusak 

2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau 

jarang, langka dan terancam punah dan endemic 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.5.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan flora yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku 

D (2) 

 

Sedang  

(2) 

Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak 

mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di 

areal pemegang izin (minimal 50%). 

Pada Penilikan ke-1 telah dilakukan observasi yang 

hasilnya agar merevisi SOP Pengelolaan Flora Jarang, 

Langka, Terancam Punah, Endemik dan Dilindungi 

(HNRT/PL/446.53) agar kegiatan pengelolaan flora 

dilakukan berbasis jenis flora, berdasarkan jenis flora 

dilindungi hasil identifikasi.  Namun dalam hal ini belum 

ada hasil tindak lanjut dari observasi yang diterbitkan. 
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Pada kegiatan penilaian HCV dengan pihak konsultan PT.  

Kyara Solusi Indonesia, juga menerbitkan output guide 

line (rekomendasi) bentuk pengelolaan yang tepat 

berupa : Pengelolaan Strategis dan Pengelolaan Praktis. 

Pengelolaan Strategis yaitu memberikan arah secara 

strategis apa yang dilakukan dalam rangka mencapai 

keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan dan 

sosial.  

Pengelolaan Praktis yaitu bertujuan untuk memelihara/ 

mempertahankan juga meningkatkan NKT yang 

ditemukan di dalam konsesi PT. Hanurata (Unit Papua 

Barat) .Karena bersifat praktis maka aktivitas atau 

kegiatan pengelolaan ini harus sederhana, mudah 

dipahami dalam pelaksanaannya di lapangan. 

3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai 

dengan yang direncanakan 

D (2) 

 

Sedang  

(2) 

Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak 

mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di 

areal pemegang izin (minimal 50%). 

Hasil observasi pada Penilikan ke-1 tahun lalu adalah: 

a. Agarmelekukan kegiatan pengelolaan flora berbasis 

jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi 

flora. 

b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait flora 

dilindungi 

c. Membuat peta penyebaran jenis flora dilindungi Skala 

1:100.000 

d. Membuat plang informasi/himbauan/larangan terkait 

flora dilindungi 

Sebagian hasil observasi Penilikan ke-1 sudah dilakukan 

sebagai tindakan perbaikan yaitu: 

a. Pengamatan/observasi kondisi penutupan lahan di 

areal sempadan sungai. 

b. Survei tegakan pada areal KPPN. 

c. Pengamatan tata batas, evaluasi kondisi kawasan, 

evaluasi vegetasi dan pengukuran laju erosi pada BZ 

HL. 

d. Pemasangan baner keanekaragaman hayati NKT 1 

pada kantor dengan tujuan untuk mempertinggi 

tingkat kesadaran karyawan terhadap flora dilindungi. 

e. Pelaksanaan kegiatan RIL agar tingkat resiko 

pemanenan semakin kecil terhadap kerusakan tegakan 

tinggal. 

f. Pengukuran laju erosi, sedimentasi dan kualitas air. 

g. Produksi/penyediaan bibit tanaman lokal di persemaian 

untuk melakukan pengayaan dan rehabilitasi pada 

areal terdampak, seperti kiri kanan jalan dan areal 

tanah kosong bekas kegiatan pemanenan. 
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Manajemen PT. Hanurata (Unit Papua Barat) belum 

membuat peta penyebaran flora, sosialisasi kepada 

masyarakat terkait flora dilindungi dan pembuatan plang 

informasi flora dilindungi yang dapat dilihat oleh 

karyawan dan masyarakat sebagai bentuk sosialisi dan 

kampanye perlindungan. 

3.5.3 

Kondisi spesies flora 

dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah 

dan endemic 

D (2) 

 

Baik  

(3) 

Hasil Penilikan ke-1 tahun 2017 telah menerbitkan 

observasi yaitu : 

- Terus meningkatkan dan mengintensifkan kegiatan 

pengelolaan flora sebagaimana sudah direkomendasikan 

dalam dokumen Laporan Penilaian Hutan Bernilai 

Konservasi Tinggi di areal PT. Hanurata, Kaimana, Papua 

Barat, Desember 2016, khususnya pengelolaan NKT 1, 

NKT 2, dan NKT 3. 

- Secara khusus, meningkatkan keberhasilan kegiatan 

penanaman rehabilitasi/pengayaan flora dari jenis 

merbau, dengan terus mencari cara-cara baru, seperti 

salah satunya sebagaimana sudah direkomendasikan 

dalam dokumen Laporan Penilaian Hutan Bernilai 

Konservasi Tinggi di areal PT. Hanurata. 

Menurut hasil inventarisai flora pada kegiatan penilaian 

HCV diketahui terdapat 119 jenis flora dengan status 

konservasi, dua jenis flora dilindungi yaitu:Elmerillia 

papuana dari famili Magnoliaceae dan Aglaia edulis dari 

famili Meliaceae serta 4 jenis flora status IUCN 

(jarang/VU) yaitu Koompasia grandiflora, Baccaurea sp, 

Palaquium sp, Gonystylus macropyllus. (Merbau tidak 

dikategorikan jenis endemik karena populasinya tersebar 

dari maluku hingga kepulauan Solomon). 

Pemanfaatan terhadap jenis flora dilindungi tidak 

dilakukan karena PT. Hanurata (Unit Papua Barat)  hanya 

memproduksi jenis merbau saja, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keberadaan flora Elmerillia papuana 

dari famili Magnoliaceae dan Aglaia edulis dari famili 

Meliaceae serta 4 jenis flora status IUCN (jarang/VU) 

yaitu Koompasia grandiflora, Baccaurea sp, Palaquium sp, 

Gonystylus macropyllusbelum terganggu. Begitu pula 

dengan aktifitas masyarakat yang masih rendah terhadap 

pemanfaatan flora didalam hutan, tidak memanfaatkan 

jenis-jenis dilindungi dan jarang tersebut. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan keberadaan dua 

jenis flora dilindungi dan empat jenis flora dengan status 

IUCN Jarang belum terganggu. 

Kesimpulan Indikator 3.5 14/18 = 77,77% (Sedang) 
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dan bagian yang tidak rusak 

2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau 

jarang, langka dan terancam punah dan endemic 

Nomor &  Judul 
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Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.6.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan 

yang berlaku, dan tercakup 

kegiatan perencanaan, 

pelaksana, kegiatan, dan 

pemantauan) 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis 

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah 

dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin 

(minimal 50%). 

Hasil observasi pada Penilikan ke-1 tahun 2017 adalah 

agar merevisi SOP Pengelolaan Fauna Jarang, Langka, 

Terancam Punah, Endemik dan Dilindungi 

(HNT/PL/446.54) agar kegiatan pengelolaan fauna 

dilakukan berbasis jenis fauna, berdasarkan jenis fauna 

dilindungi hasil identifikasi.  Tindak lanjut hasil observasi 

tersebut dinilai belum dilakukan karena SOP yang ada 

belum mengalami revisi. 

Adapun beberapa SOP terkait pengelolaan flora adalah : 

No. No. Dokumen 
Tgl 

Revisi 

Ruang 

Lingkup 

1. HNRT/P-

PHAPL/446.29c 

15-01-

2015 

Konservasi 

Satwa Liar 

Dilindungi – 

Identifikasi 

Fauna Jarang, 

Langka, 

Terancam 

Punah, Endemik 

dan Dilindungi 

2. HNRT/P-

PHAPL/446.29a 

15-01-

2015 

Perlindungan 

Flora dan Fauna 

3. HNT/PL/446.54 15-01-

2015 

Pengelolaan 

Fauna Jarang, 

Langka, 

Terancam 

Punah, Endemik 

dan Dilindungi 

 

Dari hasil studi HCV didapatkan beberapa fauna dengan 

berbagai kategori yaitu: 

a. Telah teridentifikasi 13 Jenis mamalia dengan 

berbagai status konservasi yaitu: 8 jenis mamalia 

dilindungi, dua jenis endemik, dua status IUCN 

(jarang dan terancam punah), dan dua jenis 

berkategori Appendix II menurut CITES. 
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b. Telah teridentifikasi 140 jenis burung dengan 

berbagai status konservasi yaitu: empat jenis 

endemik, empat jenis status IUCN (jarang dan 

terancam punah), 52 jenis dilindungi, serta 31 jenis 

berkategori Appendix (I dan II) menurut CITES. 

c. Telah teridentifikasi 54 jenis Herpetofauna dengan 

berbagai ketegori status konservasi  yaitu: 9 jenis 

dilindungi, 17 jenis Endemik, 39 Jenis berstatus IUCN 

( LC, DD, N) dan 7 jenis berkategori Appendix II 

(menurut CITES). 

Bentuk pengelolaan yang direkomendasikan konsultan 

HCV maupun observsi Penilikan ke-1 belum dituangkan 

dalam prosedur pengelolaan yang komprehensif. 

3.6.2 

Realisasi pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan fauna 

sesuai dengan yang 

Direncanakan 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak 

mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di 

areal pemegang izin (minimal 50%). 

Hasil observasi pada Penilikan ke-1 tahun lalu (2017), 

yaitu : 

1. Agar auditee melakukan kegiatan pengelolaan fauna 

berbasis jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil 

identifikasi fauna. 

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait fauna 

dilindungi. 

3. Membuat peta penyebaran jenis fauna dilindungi Skala 

1:100.000. 

Adapun tindak lanjut dari observasi tersebut dinilai belum 

sepenuhnya dilakukan.  Menurut laporan RKL-RPL bentuk 

pengelolaan yang berkaitan dengan pengelolaan fauna 

yang dilakukan adalah: survei fauna sebagai 

monitoring/pementauan kondisi fauna (kelimpahan) pada 

bekas tebangan.  Penilaian/studi HCV, pemasangan 

banner jenis-jenis fauna dilindungi di kantor dan di 

beberapa tempat dilingkungan basecamp dapat dinilai 

sebagai salahsatu upaya pengelolaan dalam rangka 

kampanye atau penyadartahuan keberadaan satwa 

dilindungi, namun upaya tersebut belum menyentuh 

pengelolaan yang spesifik terhadap jenis fauna yang 

dilindungi yang ada di dalam areal. 

3.6.3 

Kondisi species fauna 

dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah 

dan endemic 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan 

gangguan oleh pemegang izin. 

Hasil observasi Penilikan ke-1 telah mengahsilkan 

rekomendasi agar terus meningkatkan dan 

mengintensifkan kegiatan pengelolaan fauna sebagaimana 

sudah direkomendasikan dalam dokumen Laporan 

Penilaian Hutan Bernilai Konservasi Tinggi di Areal PT. 

Hanurata, Kaimana, Papua Barat, Desember 2016, 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 42 dari 58 
 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

khususnya pengelolaan NKT 1, NKT 2, dan NKT 3. 

Tindak lanjut dari hasil observasi tersebut belum 

seluruhnya dilakukan, namun output yang diminta dari 

verifier ini adalah untuk menilai bagaimana kondisi species 

fauna dengan kategori jarang, langka dan terancam 

punah dan endemik.   

Dari hasil studi HCV didapatkan beberapa fauna dengan 

berbagai kategori yaitu: 

a. Telah teridentifikasi 13 Jenis mamalia dengan berbagai 

status konservasi yaitu: 8 jenis mamalia dilindungi, 

dua jenis endemik, dua status IUCN (jarang dan 

terancam punah), dan dua jenis berkategori Appendix 

II menurut CITES. 

b. Telah teridentifikasi 140 jenis burung dengan berbagai 

status konservasi yaitu: empat jenis endemik, empat 

jenis status IUCN (jarang dan terancam punah), 52 

jenis dilindungi, serta 31 jenis berkategori Appendix (I 

dan II) menurut CITES. 

c. Telah teridentifikasi 54 jenis Herpetofauna dengan 

berbagai ketegori status konservasi  yaitu: 9 jenis 

dilindungi, 17 jenis Endemik, 39 Jenis berstatus IUCN ( 

LC, DD, N) dan 7 jenis berkategori Appendix II 

(menurut CITES). 

Untuk mengetahui tingkat gangguan kelimpahan setiap 

fauna perlu dilakukan perbandingan kelimpahan sebelum 

pengelolaan dan selama pengelolaan.  Data kelimpahan 

setiap jenis fauna dengan berbagai kategori di atas belum 

diketahui karena data monitoring setiap tahun terhadap 

fauna masih minim. 

Kesimpulan Indikator 3.6 12/18 = 66,67% (Sedang) 

 

D. KRITERIA SOSIAL 

1. Indikator 4.1. :  Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ 

pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan 

atau masyarakat setempat. 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Verifier 4.1.1.    

Ketersediaan dokumen/laporan 

mengenai pola penguasaan 

dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum adat 

D Baik   

(3) 

PT. Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki dokumen 

lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan 

SDA/SDH setempat dan identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, 

yang dituangkan dalam dokumen Peta Kepemilikan Lahan 

Adat PT Hanurata Kabupaten Fak-fak dan Kaimana 

Provinsi Papua Barat  dan Studi Data Dasar Sosial 
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Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

dan/atau masyarakat 

setempat, dan rencana 

pemanfaatan SDH oleh 

pemegang izin 

Ekonomi di Areal PT. Hanurata Unit Papua Barat Kaimana 

Papua Barat Tahun 2016. Sedangkan rencana 

pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dituangkan dalam 

dokumen  RKUPHHK-HA Periode 2015-2021, RKTUPHHK 

tahun 2017 -2018 secara mandiri (self approval) dan 

Rencana Operasional (RO) Kegiatan Kelola Sosial Tahun 

2017. 

Verifier 4.1.2.    

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas/rekonstruksi 

batas kawasan secara 

parsitipatif dan penyelesaian 

konflik  batas kawasan 

 

CD Sedang 

(2) 

PT. Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki prosedur 

penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik batas 

kawasan yang dituangkan dalam SOP Deliniasi Batas 

Kawasan Konsesi dengan Kawasan Masyarakat dan SOP 

Mekanisme Penyelesaian Konflik.  Pada SOP Delineasi 

Batas Kawasan belum mengatur tata batas antar marga.  

Sedangkan pada SOP Penyelesaian konflik belum 

mengacu pada peraturan terbaru (Perdirjen PHPL No. 

P.5/2016) dan urutan kerja tidak mencakup point 

penyimpanan dokumen sebagai bukti tertulis dalam 

proses penyelesaian konflik.   

Verifier 4.1.3.  

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hokum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfataan 

SDH. 

D Baik  

(3) 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki mekanisme 

yang lengkap terkait pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfataan SDH yang legal, lengkap dan 

jelas.  Mekanisme tersebut diantaranya tertuang pada 

SOP Kelola Sosial, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat 

Terhadap Hutan dan SOP  Pemenuhan Hak Masyarakat 

Adat. 

Verifier 4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/ areal kerja 

unit manajemen dengan 

kawasan kehidupan 

masyarakat. 

CD Sedang 

(2) 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah mendelineasi luas 

wilayah hak ulayat di dalam areal konsesi sehingga luas 

tiap kampung telah diketahui.  Namun terkait batas antar 

marga belum seluruhnya direkonstruksi dan tata batas 

belum temu gelang dimana terdapat sepanjang 39,44 km 

yang belum diatata batas yang berbatasan dengan areal 

masyarakat kampung yang meliputi kampung Gaka, 

Guriasa, Tairi, Werafuta, Mangera, Kufurea, Ubia, Rauna 

dan Hia. 

Verifier 4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas areal 

kerja IUPHHK/KPH 

 

CD Sedang 

(2) 

PT. Hanurata Unit Papua Barat dalam kegiatan 

operasionalnya telah mendapat persetujuan dan 

dukungan dari para pihak yang meliputi pemerintah 

pusat/daerah dan sebagian masyarakat sekitar areal.  

Persetujuan dari masyarakat yang didapatkan oleh 

perusahaan belum mencakup keseluruhan pemilik hak 

ulayat/hak adat di dalam areal konsesi, karena belum 

seluruhnya areal kampung dan marga lain dikerjakan 

perusahaan. 

Kesimpulan Indikator 4.1 18/21 = 85,71% (Baik) 
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2.  Indikator 4.2. :   Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Nomor &  Judul 

Verifier 

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Verifier 4.2.1.    

Ketersediaan dokumen yang 
menyangkut  tanggung jawab 

sosial  pemegang  izin  sesuai 
dengan  peraturan 
perundangan  yang  relevan. 

 

D Baik  
(3) 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki dokumen 

lengkap yang menyangkut tanggungjawab social 

Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan 

yang relevan/berlaku. Dokumen tersebut diantaranya 

tertuang pada dokumen RKU, RKT, Laporan Kelola Sosial, 

Laporan Pembayaran Kompensasi dan Berita Acara Serah 

Terima Pembayaran Kompensasi serta Kelola Sosial. 

Verifier 4.2.2.    

Ketersediaan  mekanisme 
pemenuhan  kewajiban sosial 
pemegang izin  terhadap 

masyarakat. 

 

D Baik  

(3) 
PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki mekanisme 

pemenuhan kewajiban social terhadap masyarakat 

dengan lengkap diantaranya berdasar SOP Kelola Sosial, 

SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, 

SOP  Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dan kesepakatan 

dengan masyarakat. 

Verifier 4.2.3.  

Kegiatan sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban pemegang izin 
terhadap masyarakat dalam 
mengelola SDH. 

 

D Sedang 
(2) 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah  melakukan kegiatan 

sosialisasi kepada 5 kampung binaan terkait RKT, visi 

misi, rencana kelola social dan kawasan yang dilindungi. 

Namun belum dipahami dengan baik dan belum 

melibatkan semua perwakilan masyarakat kampung.  

Bukti kegiatan sosialisasi belum lengkap terkait materi 

kegiatan sosialisasi. 

Verifier 4.2.4. 

Realisasi pemenuhan 
tanggungjawab sosial terhadap 
masyarakat/implementasi hak-

hak dasar masyarakat hokum 
adat dan masyarakat setempat 
dalam pengelolaan  SDH. 

 

D Baik  

(3) 
PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki bukti yang 

lengkap terkait realisasi pemenuhan tanggungjawab social 

terhadap seluruh masyarakat binaan yang meliputi 

realisasi kegiatan kelola sosial dan kompensasi produksi 

kayu, dimana realisasi kelola social mencapai 89,09% dan 

kompensasi telah ditunaikan seluruhnya (tidak ada 

tunggakan).  Kegiatan kelola sosial yang diusulkan oleh 

pemerintahan kampung wilayah binaan telah 

direalisasikan seluruhnya.   

Verifier 4.2.5. 

Ketersediaan laporan/dokumen 

terkait pelaksanaan 
tangungjawab social 
pemegang izin termasuk ganti 
rugi. 

D Baik  
(3) 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan 

tanggungjawab social pemegang izin termasuk ganti rugi 

yang dituangkan diantaranya pada dokumen Laporan 

Kelola Sosial, Laporan Pembayaran Kompensasi dan 

Berita Acara Kegiatan Kelola Sosial dan Ganti Rugi 

terhadap masyarakat.   

Kesimpulan Indikator 4.2 28/30 = 93,33% (Baik) 

3. Indikator 4.3. :   Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi 
manfaat yang adil antar para pihak. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Verifier 4.3.1.    

Ketersediaan data dan 

D Baik  
(3) 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki data dan 

informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat 

hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

informasi masyarakat hukum 
adat dan/masyarakat setempat 
yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktifitas 
pengelolaan SDH. 

tergantung, terpengaruh oleh aktivitaspengelolaan SDH, 

diantaranya data pemilik hak ulayat di dalam areal 

konsesi, data tenaga kerja dan data kampung-kampung 

yang berada di sekitar areal.   

Verifier 4.3.2.    

Ketersediaan mekanisme 
peningkatan peran serta dan 

aktifitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat . 

 

D Baik  
(3) 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki mekanisme 

yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan 

peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang 

dituangkan pada SOP Kelola Sosial No. HNT/PL/446.21a, 

SOP Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Hutan 

No. HNT/PL/446.57 dan SOP Distribusi Insentif No. 

HNT/PL/446.58 tanggal terbit 5 Januari 2007, revisi-4 

tanggal 5 Januari 2016 disahkan oleh Direktur Utama 

(Sugiono).   

Verifier 4.3.3.  

Keberadaan dokumen rencana 

pemegang izin mengenai 
kegiatan peningkatan peran 
serta dan aktifitas ekonomi 

masyarakat. 

 

CD Sedang 
(2) 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki dokumen 

rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktvitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada 

dokumen RKU, RKT dan Rencana Operasional Kegiatan 

Kelola Sosial namun belum lengkap.  Dimana pada 

dokumen RKU dan RKT tercakup rencana peningkatan 

peran serta yang berkelanjutan, diantaranya terkait 

dengan pertanian menetap dan peningkatan ekonomi, 

namun pada Rencana Kelola Sosial yang diusulkan oleh 

masyarakat dan diakomodir oleh perusahaan belum 

memprioritaskan kegiatan ekonomi produktif sehingga 

perencanaan peningkatan peran serta masyarakat belum 

berkelanjutan. 

Verifier 4.3.4. 

Implementasi kegiatan 
peningkatan peran serta dan 

aktifitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan atau 
masyarakat setempat oleh 

pemegang izin yang tepat 
sasaran 

D Sedang 
(2) 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki bukti 

implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat hokum adat dan/atau masyarakat 

setempat sebesar 48,59% (<50%) dalam bentuk 

pembayaran kompensasai produksi kayu dan penyerapan 

tenaga kerja lokal. 

Verifier 4.3.5. 

Keberadaan dokumen/laporan 
mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada para 
pihak. 

 

D Baik  
(3) 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi 

manfaat kepada para pihak yang lengkap dan 

terdokumentasi dengan baik, diantaranya tertuang pada 

dokumen Laporan Kelola Sosial, Laporan Pembayaran 

Kompensasi, Laporan Pembayaran Gaji Karyawan dan 

Pembayaran Kewajiban terhadap Negara.   

Kesimpulan Indikator 4.3 24/27 = 88,89% (Baik) 

4. Indikator 4.4. :   Keberadaan mekanisme resolusi konflik. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Verifier 4.4.1.    

Tersedianya mekanisme 
resolusi konflik. 

 

D Sedang 
(2) 

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki mekanisme 

resolusi konflik, namun belum lengkap karena pada 

referensi belum menyertakan peraturan terbaru terkait 

pemetaan konflik (Perdirjen PHPL No. P.5/2016) dan 

urutan kerja tidak terdapat langkah-langkah  penyelesaian  

konflik berdasarkan  jenis konflik  yang telah diidentifikasi 

serta tidak mencakup point penyimpanan dokumen 

sebagai bukti tertulis dalam proses penyelesaian konflik. 

Verifier 4.4.2.  

Tersedia peta konflik. 

 

D Sedang 
(2) 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah berupaya menyusun 

pemetaan Potensi konflik yang mengacu pada  Perdirjen 

PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman 

Pemetaan Potensi  dan Resolusi Konflik pada Pemegang 

Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.  Namun pemetaan 

konflik belum lengkap dan belum dilaporkan ke dinas 

terkait. 

Verifier 4.4.3.  

Adanya kelembagaan resolusi 
konflik yang didukung oleh 

parapihak. 

D Baik   
(3) 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki Struktur 

Organisasi Penyelesaian Konflik yang didukung dengan 

SDM dan pendanaan yang memadai.   

Verifier 4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 
penyelesaian konflik yang 
pernah terjadi. 

D Baik  

(3) 
PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki dokumen 

penanganan konflik yang lengkap dan jelas yang 

dituangkan dalam dokumen Laporan Penanganan Potensi 

Konflik Tahun 2017.   

Kesimpulan Indikator 4.4 20/24 = 83,33% (Baik) 

5. Indikator 4.5. :    Perlindungan, pengembangan dan peningkatan 
kesejahteraan tenaga kerja. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Verifier 4.5.1.    

Adanya hubungan industrial 

 

D Sedang  
(2) 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki sarana 

hubungan industrial melalui Peraturan Perusahaan yang 

masih berlaku dan Surat Perjanjian Kerja.  Namun 

Peraturan Perusahaan tersebut pendaftaran dan 

pengesahannya belum sesuai dengan ketentuan. Dalam 

pelaksanaannya hubungan industrial sebagian besar telah 

direalisasikan.   

Verifier 4.5.2.  

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi  
tenaga kerja 

 

D Sedang 
(2) 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah merencanakan 

kegiatan peningkatan kompetensi karyawan dan sebagian 

besar telah diimplementasikan.  Pada tahun 2017 

terdapat 9 kegiatan pelatihan, yang terealisasi sebanyak 5 

kegiatan (55,56%) dengan partisipasi peserta sebanyak 

10 orang dari 18 orang yang direncanakan (55,56%).   

Verifier 4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir 
dan implementasinya 

D Sedang 
(2) 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki dokumen 

standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan 

Perusahaan, SOP Penetapan Struktur Organisasi, Uraian 

Jabatan dan Kompetensi Jabatan No. HNT/PL/441.01 dan 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

 SOP Perencanaan Tenaga Kerja No. HNT/PL/441.03b, 

namun baru sebagian yang diimplementasikan.   

Verifier 4.5.4.  

Adanya Dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 
implementasinya 

D Sedang 
(2) 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki dokumen 

tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada 

Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2018-2020, dimana 

sebagian besar telah direalisasikan. 

Kesimpulan Indikator 4.5 16/24 = 66,67% (Sedang) 

 

1. VLK HUTAN 

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan 
Indikator 1.1.1.: Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada 
dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan 

Usaha (SK IUPHHK) 

M PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen legal 

terkait perizinan Usaha (SK IUPHHK) berdasarkan SK 

IUPHHKHA No. 81/Kpts-II/1994 tanggal 25 Februari 

1994. Terdapat perpanjangan perizinan usaha 

berdasarkan SK Perpanjangan IUPHHK-HA No. 

SK.859/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014. 

1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran 

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 

(IIUPHHK). 

M Terdapat SPP dan bukti setor penuhan kewajiban 

IUPHHK-HA diantaranya : 

- SPP IUPHHK-HA Nomor: S.649/VIBIKPHH/2014 

tanggal 22 September 2014 an. PT Hanurata Unit 

Papua Barat. Besarnya SPP adalah Rp 

35.614.406.250,- 

- Bukti setor IIUPHHK berupa Transfer via Bank Mandiri 

oleh PT. Hanurata Unit Papua Barat tanggal 23 

September 2014 sebesar Rp 35.614.406.250,- 

- SPP IIUPHHK-HA (tambahan) Nomor: S.294/VI-

BIKPHH/2015 tanggal 22 Juni 2015 an. PT Hanurata 

Unit Papua Barat. Besarnya SPP adalah Rp 

1.672.593.750,- 

- Bukti setor IIUPHHK berupa Transfer via Bank Mandiri 

oleh PT. Hanurata Unit Papua Barat tanggal 13 Juli 

2015 sebesar Rp 1.672.593.750,- 

1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di 

luar kegiatan IUPHHK (jika ada). 

N/A Berdasarkan hasil telaah dokumen, wawancara dan 

verifikasi lapangan menunjukan bahwa di dalam 

areal,kerja PT Hanurata Unit Papua Barat tidak terdapat 

penggunaan areal yang sah di luar kegiatan IUPHHK. 
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PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) 
disahkan oleh yang berwenang. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, 

RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya 

yang telah disahkan oleh pejabat yang 

berwenang, meliputi :   

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya 

yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah 

hutan  dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL 

Timber Cruising dan/atau Canhut. 

- Dokumen RKT/RTT yang disusun 

berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh 

pejabat yang berwenang atau  yang 

disahkan secara self approval. 

- Peta rencana penataan areal kerja yang 

dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 

M - PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen 

RKUPHHK-HA yang telah disetujui oleh Direktur 

Usaha Hutan Produksi Ir. Herry Priyono, MM / NIP 

19560425 198203 1 010 atas nama Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor 

persetujuan SK. No. 68/BUHA-2/2014 tanggal 24 

Desember 2014. Terdapat Lampiran Peta skala 1: 

100.000 sebanyak 3 (tiga) lembar. 

- RKTUPHHK-HA Tahun 2017 disahkan secara self 

approval melalui Keputusan Direktur Utama PT 

Hanurata No. 646/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2016 tanggal 

19 Desember 2016. Berdasarkan SK Pengesahan 

diketahui luas tebanagan TPTI 4.704 Ha, jumlah 

pohon 18.739 pohon dengan volume 75.687,76 m3. 

Sedangkan luas tebangan PWH seluas 14,55 Ha, 

jumlah pohon 1.449 dengan volume 3.581,25 m3. 

- RKTUPHHK-HA Tahun 2018 disahkan secara self 

approval melalui Keputusan Direktur Utama PT 

Hanurata 693/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2017 tanggal 22 

Desember 2017. Berdasarkan SK Pengesahan 

diketahui luas tebanagan TPTI 5.970 Ha, jumlah 

pohon sebanyak 38.525 pohon dengan volume 

109.222,88 m3. Sedangkan luas tebangan dari 

kegiatan PWH Blok RKT 2018 seluas 30,55 Ha, 

jumlah pohon sebanyak 1.793 pohon dengan volume 

4.167,70 m3. 

- Terdapat Peta Rencana Kerja yang dibuat oleh Ganis 

PHPL CANHUT Lod Worabay No. Reg. 0075 – 

18/CANHUT/XXXIII/2015berlaku sampai dengan 09 

Maret 2018. 

2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang 

pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti  

implementasinya di lapangan 

M Terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 

skala 1 : 50.000 memuat areal tidak ditebang/ 

dipelihara seperti Sempadan Sungai, Buffer Zone Hutan 

Lindung,Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan 

Konservasi In-Situ, Petak Ukur Permanan, dan Tegakan 

Benih.  

Uji petik keberadaan areal yang tidak boleh ditebang 

terbukti implemantasinya di lapangan diantaranya 

Kawasan Konservasi In-Situ terletak pada koordinat S 

03°22’55,8’’ dan E 133°24’05,3’’BT. 

2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok 

RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti 

di lapangan 

M PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki peta lampiran 

RKTUPHHK-HAtahun 2017 skala 1 : 50.000  yang 

didalamnya tergambar batas blok dan batas petak 

tebangan tahun 2017. 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

Hasil Uji Petik lapangan diketahui batas Blok dan Petak 

telah dilakukan penandaan diantaranya : 

- Plang Blok RKT tahun 2017 sesuai dengan Peta pada 

koordinat S 3° 09' 52.64 dan E 133° 22' 35.61". 

- Batas Petak terdapat penanadaan dan sesuai dengan 

Peta yaitu pertemuan titik petakX78-X79-Y78-Y79 

pada koordinat S 3° 07' 29.31" dan E 133° 21' 

30.75". 

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) 

(bisa dalam proses) dengan lampiran- 

lampirannya. 

M PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen 

RKUPHHK-HA yang telah disetujui oleh Direktur Usaha 

Hutan Produksi Ir. Herry Priyono, MM / NIP 19560425 

198203 1 010 atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dengan nomor persetujuan SK. No. 

68/BUHA-2/2014 tanggal 24 Desember 2014. 

2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume 

pemanfaatan kayu hutan alam pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman industri. 

N/A Pada areal PT Hanurata Unit Papua Barat tidak terdapat 

kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan 

hutan tanaman industri. Dengan demikian verifier ini 

tidak diterapkan/ Not Appicable. 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / 

dimanfaatkan telah di–LHP-kan. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang. 

M PT Hanurata Unit Papua Barat telah melaksanakan 

kegiatan PUHH mengunakan SIPUHH Online. 

Pada periode audit yaitu Maret 2017 s.d. Februari 2018 

terdapat pembuatan dokumen 18 Set  LHP pada Blok I 

(Ubia) dan Blok II (Bahomia) dengan rincian sebanyak 

5.303 batang dengan volume 37.134,12 M3 

Pada RKTPHHK-HA Tahun 2017 Blok I (Ubia) LHP telah 

dibuat oleh Ganis PHPL PKB atas nama Ronny Djitmau 

No. Register 00145-16/PKB-R/XXXIII/2017 berlaku 

sampai 15 Januari 2020 ditetapkan melalui SK 

No.01/HNRT-PB-KMN/SK.MU/I/2016 tanggal 04 Januari 

2016. 

Pada RKTPHHK-HA Tahun 2017 Blok II (Bahomia) LHP 

telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB atas nama Yespi 

Natingkaseh No. Register 00014-16/PKB-R/XXXIII/2017 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

berlaku sampai 02 Maret 2020 ditetapkan melalui SK 

No. 00014-16/PKB-R/XXXIII/2017 tanggal 03 Maret 

2017.. 

Pada saat dilakukan audit lapangan terdapat Stock Kayu 

sebanyak 16.624,38 M3. Uji Petik kesesuaian fisik kayu 

dilakukan di TPK Hutan. Hasil uji petik menunjukkan 

terdapat selisih volume sebesar 1,63 % antara dokumen 

dengan hasil pengukuran dan tidak ada perbedaan 

jenis. 

Indikator 3.1.2. Seluruh  kayu  yang  diangkut  keluar  areal  izin dilindungi dengan surat 

keterangan sahnya hasil hutan. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan 

dan lampirannya dari : 

- TPK hutan ke TPK Antara, 

- TPK hutan ke industri primer dan/atau 

penampung kayu terdaftar, 

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan 

dan/atau penampung kayu terdaftar 

M Pada periode audit (Maret 2017 s.d. Februari 2018) 

telah menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 

untuk melindungi kayu keluar TPK sesuai ketentuan 

ketentuan dari : 

- TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond Ubia 

sebanyak 333 set terdiri atas 1.976 batang dengan 

volume 15.443,92 m3.  

- TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond Bahomia 

sebanyak 361 set terdiri atas 2.266 batang dengan 

volume 14.463,81 m3. 

- TPK Antara Logpond Ubia menuju TPK Industri 

sebanyak 5 set terdiri atas  1.976 batang dengan 

volume 15.443,92 m3. 

- TPK Antara Logpond Bahomia menuju TPK Industri 

sebanyak 4 set terdiri atas 2.271 batang dengan 

volume 14.492,44 m3. 

Terdapat Penetapan Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit 

SKSHHK melalui : 

- SK No. 07/HNRT-PB-KMN/SK.MU/V/2016 tangal 16 

Mei 2016 atas nama Soleman Palinggi Reg. No. 

00338-16/PKB-R/XXXIII/2016 berlaku sampai dengan 

12 April 2019. 

- SK. No. 04/HNRT-PB-KMN/SK.MU/III/2017 tanggal 03 

Maret 2017 atas nama Ahmad Musaad Reg. No. 

00013-16/PKB-R/XXXIII/2017 berlaku sampai dengan 

02 Maret 2020. 

Terdapat Penetapan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas 

P3KB melalui : 

- SK No. 03/HNRT-PB-KMN/SK.MU/II/2016 tangal 13 

Februari 2016 atas nama Daud Rasyid Reg. No. 

00102-18/PKB-R/XXXIII/2015 berlaku sampai dengan 

08 November 2018. 

- SK. No. 02/HNRT-PB-KMN/SK.MU/I/2017 tanggal 17 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

Januari 2017 atas nama Rais Rasyid Reg. No. 00005-

16/PKB-R/XXXIII/2017 berlaku sampai dengan 15 

Januari 2020. 

Selanjutnya, uji petik terhadap persediaan kayu yang 

terdapat di Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) terdapat 

kesesuaian data antara data yang terdapat di LMKB dan 

SKSHHK terkait. 

Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada 

kayu bulat dari pemegang IUPHHK bisa 

dilacak balak. 

M PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan kegiatan 

penatausahaan kayu melalui SIPUHH. Penandaan kayu 

pada kegiatan penatausahaan hasil hutan berupa 

pemberian id barcode  warnakuning dilakukan pada 

bontos dapat dibaca dengan barcode scanner.  

Dapat diverifikasi bahwa penandaan menggunakan id 

barcode telah sesuai dengan data pada dokumen LHP, 

dengan demikian penandaan dengan barcode  dapat 

digunakan untuk lacak balak. 

3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara 

konsisten oleh pemegang izin. 

M PT Hanurata Unit Papua Barat telah menerapkan 

penandaan secara konsistenpada seluruh bontos kayu. 

Dapat diverifikasi terdapat penandaan berupa label 

barcode warna kuning pada bontos kayu. 

Uji petik lacak balak dilakukan dan diketahui bahwa 

Kayu Hasil Produksi PT Hanurata Unit Papua Barat  

dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen 

SKSHHK, LHP, sampai pada tunggul di lapangan 

diantaranya ID barcode No.3207A07HNTK 00000000000 

59176 yang tercantum dalam SKSHHK No. 

KB.B.2585996 tanggal 26 Oktober 2017. Kemudian 

dapat di telusuri pada SKSHHK No. KB.B.2517204 

tanggal 12 Oktober 2017 yang telah di-LHP-kan pada 

dengan No. LHP 18/LHP-KB/BLOK BAHOMIA/HNRT-

PB/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017. Tunggul tersebut 

dapat ditemukan di lapangan di Petak X79 pada 

koordinat S 03°07’16,97’’ dan E 133°21’30,46’’. 

Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke 

luar TPK 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil 

Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip 

FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman 

M PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki arsip dokumen 

SKSHHK yang telah digunakan dalam pengangkutan 

kayu keluar dari Tempat Penimbunan Kayu. 

Terdapat arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu dari : 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

- TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond Ubia 

sebanyak 333 set terdiri atas 1.976 batang dengan 

volume 15.443,92 m3.  

- TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond Bahomia 

sebanyak 361 set terdiri atas 2.266 batang dengan 

volume 14.463,81 m3. 

- TPK Antara Logpond Ubia menuju TPK Industri 

sebanyak 5 set terdiri atas  1.976 batang dengan 

volume 15.443,92 m3. 

- TPK Antara Logpond Bahomia menuju TPK Industri 

sebanyak 4 set terdiri atas 2.271 batang dengan 

volume 14.492,44 m3. 

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan 

atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah 

diterbitkan. 

M PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen SPP 

DR dan PSDH. Dapat diverifiaksi bahwa dokumen SPP 

DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, 

volume maupun tarif telah sesuai dengan LHP. 

Total SPP yang diterbitkan pada periodeaudit (Maret 

2017 s.d. Februari 2018)sebesar : 

- DR sebesar US$ 591.960,32 

- PSDH sebesar Rp. 6.620.368.940 

3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH M PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki bukti setor DR 

dan PSDH yang dapat diverifikasi telah dibayar Lunas 

sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Data yang 

tercantum dalam dokumen baik kelompok jenis, volume 

maupun tarif telah sesuai.  

Total pembayaran berdasarkan bukti setor DR PSDH 

pada periode audit (Maret 2017 s.d. Februari 

2018)sebesar : 

- DR sebesar US$ 591.960,32 

- PSDH sebesar Rp. 6.620.368.940 

Pembayaran DR dan PSDH yang dibayarkan telah sesuai 

dengan kode billing yang diterbitkan. 

3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas 

kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk pembangunan hutan 

tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk 

kayu hutan tanaman. 

M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT 

Hanurata Unit Papua Barat telah sesuai dengan 

persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada 

ketentuan yang berlaku di Pulau Papua. 
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Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki 

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.3.1. Dokumen PKAPT 
M 

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen 
Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau 
Terdaftar (PKAPT) berdasarkan Surat Direktorat 

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor Nomor 
420/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/4/2013 dengan nomor 
PKAPT 09.05.1.00076..berlaku sampai dengan 27 April 
2018. 

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang 

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas 

kapal. 

M Berdasarakan dokumen SKSHHK pada periode audit 

(Maret 2017 s.d. Februari 2018) yang diterbitkan, PT 

Hanurata Unit Papua Barattelah melakukan penjualan 

dan/ atau pengiriman kayu ke luar pulau menggunakan 

kapal berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 

berdasarkan surat persetujuan berlayar (SIB), 

diantaranya kapal : 

1. TB Buma Red Beryl 

2. TB Bahtera Arafura 999 

3. TB Tirta VII 

4. TB BS 333 

5. TB Kayan XVIII 

 

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai 

ketentuan. 

M PT. Hanurata Unit Papua Barat telah 

mengimplementasikan Tanda V-Legal sesuai ketentuan 

dengan membubuhkan Tanda V-Legal pada Bontos 

Kayu dan Dokumen SKSHHK tanda berlogo “V-Legal”. 

Pada Tanda V-Legal terdapat tulisan 011.SPHPL.019-

IDN-LPPHPL-019-IDN. 

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan 
sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-

RPL. 
M PT Hanurata Unit Papua Baratmemiliki dokumen 

lingkungan yang telah disahkan. Laporan Utama Analisis 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

Dampak Lingkungan lengkap dengan lampirannya atas 

Hak Pengusahaan Hutan PT Hanurata Coy Ltd telah 

disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen 

Kehutanan dengan nomor persetujuan No.11/DJ-

VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995. Dokumen RKL 

merupakan hasil perbaikan dengan memperhatikan hasil 

rapat pembahasan dengan Komisi Pusat Amdal 

Departemen Kehutanan tanggal 29 September 1994 dan 

Surat dari Sekretaris Komisi Pusat Amdal Departemen 

Kehutanan No. 617/VI-BKPA/Setdal/1994 tanggal 5 

Oktober 1994 perihal penyempurnaan Laporan RKL dan 

RPL HPH PT Hanurata Coy Ltd. 

Berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Lingkungan Hidup Pemerintah 

Kabupaten Kaimana No. 660/49/BAP – LH/2016 tanggal 

14 Agustus 2016 tentang Masih Berlakunya Amdal PT 

Hanurata diketahui bahwa sehubungan dengan 

keluarnya Perpanjangan IUPHHK-HA PT Hanurata Unit 

Papua Barat melalui Keputusan Menteri Kehutanan SK 

No. 859/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 

maka tidak diharuskan memperbaharui Amdal dan 

masih memakai dokumen Amdal yang disetujui oleh 

Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan 

nomor persetujuan No.11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 

Januari 1995. 

Indikator 4.1.2.: Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang 

menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak 

lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL. M Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL - RPL 

semester I dan II tahun 2017. Laporan Pelaksanaan RKL 

– RPL telah disampaikankepada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kaimana, dengan perincian : 

- Laporan Pelaksanaan RKL – RPL Semester I tahun 

2017 disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kaimana tanggal 30 Juli 2017. 

- Laporan Pelaksanaan RKL – RPL Semestar II tahun 

2017  disampaikan disampaikan disampaikan kepada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana tanggal 

11 Januari 2018. 

Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester I dan II tahun 

2017 PT Hanurata Unit Papua Barat secara umum telah 

mengacu pada dokumen AMDAL mencakup aspek fisik, 

kimia dan biologi dan sosial. 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan dampak penting aspek fisik 

kimia, biologi dan sosial. 

M Berdasarkan Laporan Pelaksanaan RKL - RPL semester I 

dan II tahun 2017 dan melaui observasi lapangan dapat 

dijumpai bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan diantaranya : 

- Pengelolaan Lingkungan berupa Kawasan Konservasi 

In-Situ terletak pada koordinat 03°22’55,8’’LS dan 

133°24’05,3’’BT.   

- Pengelolaan lingkungan berupa Sempadan S. Gusawi 

yang terletak pada koordinat 03°23′47,1″ LS 

133°16′46,8” BT. 

- Pemantauan Lingkungan berupa identifikasi flora dan 

fauna diverifikasi dalam bentuk laporan kegiatan 

Study HCV. 

- Penyerapan tenaga lokal sebagai karyawan.  

- Kegiatan CD-CSR yang telah direalisasikan 

diantaranya kompensasi Hk Ulayat, bantuan BBM, 

Beasiswa, Honor Aparat Kampung, dan Bantuan 

pembangunan sarana prasarana umum. 

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3. M PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki SOP K3 yang 

diterbitkan pada 1 Desember 2011 dan telah dirvisi 

(Revisi 1) pada 15 Januari 2015. Revisi dilakukan dalam 

rangka penyesusaian dengan izin Perpanjangan 

IUPHHK. Prosedur disiapkan oleh Kabag Umum dan 

Personalkia, diperiksa oleh Manajer Camp dan disahkan 

oleh Manajer Unit. Prosedur memuat Tujhuan, 

Kebijakan K3, Ruang Lingkup, Penanggung Jawab, 

Rincian Prosedur Pengelolaan K3 dan Struktur 

Organisasi P2K3. 

Terdapat Struktur Organisasi P2K3 yang telah 

diputuskan oleh Direktur Utama PT Hanurata Unit Papua 

Barat melalui Surat Keputusan No. 

126/SKEP/DIR/A/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang 

Pengangkatan Petugas Penanggung Jawab P2K3 PT 

Hanurata Unit Papua Barat. Terdapat Revisi SK melalui 

SK No. 563/SKEP/DIR/A/X2017 tanggal 27 Oktober 

2017. Struktur P2K3 adalah sebagai berikut : 

-  Ketua : Ir. Untung Kariadi 

-  Sektretaris : Ade Fajar Prayoga, S.Hut 

-  Wakil Ketua : Chris Hanaya Fian 

-  Wakil Ketua : David Lin 

-  Wakil Ketua : Marius Amin 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3. M PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki  peralatan K3 

dan sarana dan prasarana K3. Pengecekan lapangan 

terhadap peralatan K3 menunjukkan kesesuaian dan 

masih berfungsi dengan baik berupa : 

- Kotak P3K yang terdiri atas obat-obatandi bangunan 

kantor dan mess. 

- APARyang telah didistribusikan dibangunan kantor, 

dapur, workshop, dan mess. 

- Alat Pelindung Dirisepertihelm, masker, sarung 

tangan dan sepatu boots. 

- Peralatan pemadam kebakaran diantaranya pompa 

air, selang, nozzle, danperalatan manual lainnya. 

- Rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang di jalan 

utama (main road). 

5.1.1. c. Catatan kecelakaan kerja. M Pada periode audit Penilikan Ke-2 (Maret 2017 s.d. 

Februari 2018) diketahui berdasarkan catatan 

kecalakaan kerja  baik di Blok Ubia dan Blok Bahomia PT 

Hanurata Unit Papua Barat tidak terjadi kecelakaan 

kerja/ Nihil. 

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang membolehkan 

untuk membentuk atau terlibat dalam 

kegiatan serikat pekerja. 

M Pada Lingkungan Karyawan PT Hanurata belum terdapat 

Serikat Pekerja.  Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan 

Berserikat yang dibuat oleh Manajer Unit (Ir. Untung 

Kariadi) tanggal 8 Januari 2015 mengenai pembolehan 

Pembentukan Serikat Pekerja. Berdasarkan Surat 

Pernyataan tersebut diketahui bahwa PT Hanurata Unit 

Papua Barat membolehkan para karyawan/karyawati 

untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia.  

Penyataan Manajer Unit didasarkan pada Keputusan 

Direksi No. 197/KEP/DIR/A/VI/2008 tentang 

Penyempurnaan Struktur Organisasi, Tugas, Fingsi dan 

Tata Kerja PT Hanurata Pasal 48 ayat 1 yaitu 

Menyelenggarakan administrasi umum, administrasi 

keuangan dan administrasi perpajakan tingkat unit.  

Kebebasan berserikat bagi karyawan PT Hanurata Unit 

Papua Barat ditegaskan kembali oleh Direktur Utama 

melalui Surat Pernyataan tertanggal 2 Maret 2017 yang 

menyatakan  bahwa membolehkan para karyawan/ 

karyawati untuk membentuk atau terlibat dalam 

kegiatan Serikat Pekerja. 
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Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan 

(PP) yang mengatur hak-hak pekerja 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

5.2.2. Ketersediaan Dokumen 

KKB atau PP 

M Terdapat Peraturan Perusahaan PT Hanurata Unit Papua 

Barat Periode Tahun 2018-2020 telah didaftarkan dan 

disahkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Kaimana (Drs Donesius Marmana, MA, NIP 

19581201 198303 1 015) pada 27 Februari 2018 dengan 

nomor pengesahan 50/Disteng/2018. PP terdiri dari 12 

Bab dan 33 Pasal. 

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

5.2.3. Pekerja yang masih di 
bawah umur 

M 
PT Hanurata Unit Papua Barat tidak mempekerjakan 
Karyawan dibawah umur. Berdasarkan Daftar Tenaga 

Kerja per 01 Maret 2018 baik untuk Blok I (Ubia) dan 
Blok II (Bahomia) terdapat sebanyak 243 orang 
karyawan.  Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahun 

atas nama Misraim Pontoh  yang dilahir pada tanggal 05 
Desember 1999 sebagai Helper Tracktor. 
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PT HANURATA Unit Papua Barat
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1. lndikator 1.1 '10 12 Baik 3 3
2. lndikator 1.2 16 18 Baik 3 3
3. lndikator 1.3 11 15 Sedang 2 3
4. lndikator 1.4 18 24 Sedang 2 3
5. ndikator 1.5 17 21 Baik 3 3
o. ndikator 2.1 14 18 Sedang 2 3
7. ndikator 2.2 I 12 Sedano 2 3
8. ndikator 2.3 19 21 Baik 3 3
o ndikator 2.4 19 21 Baik 3 3

10. ndikator 2.5 17 21 Baik 3 3

11. ndikator 2.6 19 21 Baik 3 I
12. lndikator 3.1 24 27 Baik 3 3

13. lndikator 3.2 16 24 Sedang 2 3

14. lndikator 3.3 26 ,,36 Sedang 2 3

15. lndikator 3.4 10 't2 Baik 3 3

16. lndikator 3.5 14 18 Sedang 2 3

17. lndikator 3.6 12 18 Sedang 2 3

18. lndikator 4.1 18 21 Baik 3 3

19. lndikator 4.2 28 30 Baik 3 3

20. lndikator 4.3 24 27 Baik 3 3

21. lndikator 4.4 20 24 Baik 3 3

22. lndikator 4.5 16 24 Sedang 2 3

JUMLAH 57 66

NilaiKinefa PHPL 86,36 % (Baik)
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